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KATA PENGANTAR

MEMBAHAS tentang Pilkada dan Tambang bisa dilihat
dari berbagai aspek. Bagi kami (penulis dan penerbit) Pilkada dan
Tambang dibidik (point of view-nya) secara politik, ekonomi dan
hukum. Mengapa, karena membidik dari sudut ini selain menarik
juga dapat mengekspresikan keprihatinan, kegelisahan dan
idealisme sebagai warga negara.

Kami prihatin karena akibat dari penambangan itu alam
dan lingkungan menjadi rusak. Lebih jauh mengakibatkan peng-
gundulan hutan, banjir, pencemaran lahan dan seterusnya. Kami
pun menjadi gelisah karena pemulihan lingkungan bukan perkara
mudah diatasi. Kita menjadi generasi yang gagal mewariskan
alam dengan baik ke generasi berikutnya. Ada beban moral besar
disitu yang sayangnya tidak dimiliki oleh aparat pemerintah yang
dengan mudah mengeluarkan izin yang seharusnya ikut ber-
tanggungjawab. Proses pemilihan kepala daerah sendiri sejatinya
telah gagal mengusung konsep demokrasi sesungguhnya. Demo-
krasi tak lebih hanyalah formalitas. Demokrasi telah dibajak,
dipermainkan untuk kepentingan kelompok. Oligarki bermain
luar biasa dalam politik pllkada. Jika disimpulkan, permainan
(demokrasi ini) lebih mengarah kepada penghancuran negara.
Alam menjadi rusak, iklim politik menjadi tidak sehat, birokrasi
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dikloning hanya menjadipelayan begundal politisidan pengusaha.
Lalu dimana rakyat, mereka mendapatkan apa?

Rakyat tidak mendapatkan apa-apa. Dari riset kami, rakyat
di sekitar tambang pun bahkan banyak yang masih miskin. Artinya,
tidak ada imbas positif bagi mereka, seperti ekonomi membaik
atau kehidupan secara umum mereka lebih maju. Rakyat stagnan,
involutif berjalan di tempat. Sungguh mengenaskan dan ironis
nasib mereka (rakyat) di tengah maraknya perusahaan tambang
yang nota bene menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Kami tetap berharap, sistem politik oligarki dapat hilang
sehingga pilkada benar-benar menjadi ajang pencarian pimpinan
daerah terbaik yang terutama “membela” kepentingan rakyat dan
lingkungan tanpa reserve.

Ke depan kami pun tetap berharap ada penegakan hukum
(law enforcement); tambang ilegal dapat ditindak, permainan
curang Pilkada dengan sistem oligarki dapat diputus mata
rantainya (secara hukum dan politik), dan yang lebih penting lagi,
muncul SDM (orang-orang) yang memiliki komitmen, ke-ikhlas-
an dan berani berjuang demi tegaknya hukum itu, demi lestarinya
alam lingkungan dan demi rakyat di Kalsel.

Akhirnya melalui buku ini, semoga pembaca dapat me-
mahami substansinya. Kami bukan semata berteriak atau nge-
dumel, atau iri terhadap mereka yang menjadi politisi, penguasa
dan pengusaha. Buku ini kami terbitkan semata karena komitmen,
keikhlasan kami agar ke depan iklimnya menjadi lebih baik, lebih
sejuk karena lingkungan alam terjaga, lebih kondusif karena
konstalasi sosial politiknya lebih sehat, fair dan bertujuan demi
kemakmuran untuk semua.
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Semoga dengan hadirnya buku ini, makin memperkuat ke-
teguhan dan komitmen kita semua.

Sebagai penutup kami sampaikan apresiasi dan ucapan
terima kasih kepada mahasiswa, penerbit dan semua kolega yang
terlibat dalampenyusunan buku ini.

MU dan SM

Dr. Muhammad Uhaib As’ad, M.Si. | vii






Tambang dan Pilkada: Arena Perselingkuhan Politik Bisnis Aktor Lokal

Daftar lsi

Kata PENQANTAL ...cceeeeecireieeeiesiseiseesseessesasessssessesasessssessssssssssssessasenses 1%
DAEAF IS ceuveeereeeneeucreaerseeesetiessessssessseesssessssesssessssesssssssssssssesssessssessssssssessaes vii
1. Ketika Daulat Demokrasi RUNtUh ..........ovveeneenninninerreessiseinsinens 1
2. Kalimantan Selatan Meradang Dikepung Banjir ........c.cccccvevnuueee. 6
3. Banjir Kalsel Dipicu Kejahatan Korporasi Tambang.................. 10
4. Demokrasi Lokal: Tambang dan Bandar Politik.........ccc.ccccvuvnnunee 13
5. Parodi Banjir, Ruang Publik, dan Kritik Sosial.........cccccceerveurenneee. 17
6. 814 Lubang Tambang di Kalsel Disebut Tak Direklamasi,
SEITUST ettt sss st ssssss s sssssssassssssssessssass 22
Banjir Kalsel: Penguasa, Politisi, dan Korporasi ........c.cceeveuene. 24
Penguasa Daerah, Politisi, dan KOrporasi............cenneenneen. 26
Ongkos Politik Mahal, Kepala Daerah Rawan Jadi Kacung
OlIGATKi ettt ssssssessssssssssessssssssssssssssasess 33
10. Kepala Daerah Hanya Jadi Kacung Oligarki .......coccoeeeeeereencnne. 36
11. Pilkada, Tanah Bumbu, dan Birahi Kekuasaan .........ccccceeeevuuneenee 39
12. Demokrasi dan Oligarki Lokal: Refleksi Kritis Menyongsong
Pilkada di KalSel ......cceueeeeeerreieireineiecrecneisenseiseessesssesssesssesssenns 44

Dr. Muhammad Uhaib As’ad, M.Si. | ix



Tambang dan Pilkada: Arena Perselingkuhan Politik Bisnis Aktor Lokal

13. Jejak Demokrasi Menggerogoti Negeri ........enreneereerernnenne 53
14. Aktor Politik dan Perebutan Hegemoni Sumber Daya Lokal .58
15. Pemerintahan Bayangan, Aktor Lokal dan Arena Pilkada.......63
16. Kutukan Demokrasi dan Politisasi Kebencian .........cccocoveuuneee. 68
17. Fokus Oligarki Mengancam Demokrasi Indonesia.................... 71
18. Pilkada: Bos Lokal dan Arena Beternak Politik .........ccccoceoneuuneee. 78
19. Demokrasi Setan Masih Kuasai Pilkada Tanah Bumbu 2020..84
20. Konglomerat Tambang Batu Bara di Pusaran Bencana Banjir
KQISEI oottt tsessessesesssessssss s s sssesssesssssasesssenes 90
21. Sumber Daya Alam di Bawah Vortex Oligarch (Keterlibatan
Modal dalam Pilkada di Kalimantan Selatan) .........ccccecoveueuunee 101
22. Saat Eksploitasi Kebijakan Pertambangan sebagai Bencana
Bagi Masyarakat Lokal (Bukti Empiris dari Provinsi Kalimantan
Selatan, INdONESIA) .....c.cceereeuerrerneieiseietieeseisesssesssssesssessssssns 135
23. Kapitalisasi Demokratis, Pelaku Lokal, dan Jaringan Politik
Patronase (Keterlibatan Pengusaha dalam Pilkada di
Kalimantan Selatan) ... eeeneeeesiesssecseeseeeessssssessssssseses 179
24. Atas Nama Peningkatan Pendapatan Lokal dan Pengeringan
Sumber Daya Alam Pada Era Desenralisasi (Bukti Empiris dari
Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia) .......ccceeeeeeveveveveennn. 213
25. Cengkeraman Oligarki Penguasaan Sumber Daya Alam .....238
26. Kapitalisme Demokrasi, Oligarki Lokal, dan Patronase Politik
(Keterlibatan Pengusaha dalam Pemilihan Kepala Daerah di
Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan).........ccccceeueen.. 251
27. Ketika Sumber Daya Alam Menjadi Arena Korupsi dan
Persekongkolan Politik Para Aktor di Era Demokratisasi
(Memahami Dinamika Politik Lokal di Kalimantan Selatan)...279
x| Dr. Muhammad Uhaib As’ad, M.Si.



Tambang dan Pilkada: Arena Perselingkuhan Politik Bisnis Aktor Lokal

Ketika Daulat Demokrasi Runtuh

MITOS kedaulatan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk
rakyat masih sebatas ilusi seperti tercantum dalam konstitusi
negara. Konstitusi negara secara tegas menempatkan kedaulatan
tertinggi ada ditangan negara.

Salah satu tujuan negara dihadirkan adalah membangun
kedaulatan dalam semua aspek kehidupan. Antara lain adalah
kedaluatan dalam bidang sosial ekonomi dan politik serta pe-
negakan nila-nilai demokrasi bermartabat bagi seluruh rakyat.

Indonesia memilih jalan demokrasi sebagai jalan sistem
pemerintahan, yaitu sistem yang menempatkan kedaulatan
tertinggi ada ditangan rakyat. Oleh karena itu desain kebijakan
negara harus merefleksikan kepentingan dan membela ke-
pentingan rakyat bukan menguntungkan sekelompok orang atau
orang-orang yang berada dalam lingkaran kekuasaan saja.

Seiring perkembangan demokrasi saat, daulat rakyat telah
tereduksi menjadi daulat sekelompok orang atau kelompok
kepentingan. Kekuatan sekelompok orang itulah yang menjadi
sumber persoalan dimana negara telah menjadi sandera oleh
kepentingan para oligarki itu.

Dr. Muhammad Uhaib As’ad, M.Si. |1



Tambang dan Pilkada: Arena Perselingkuhan Politik Bisnis Aktor Lokal

Kami ingin menyebut sekolompok orang itu sebagai ke-
lompok oligarki-predatoris yang memilik kekuasaan ekonomi. Para
oligarki-predatoris ini bukan saja berusaha menguasai ekonomi
negara tetapi juga mendikte dan menguasai kekuasaan politik.

Institusi negara telah tersandera oleh kuasa oligarki-pre-
dator. Desain kebijakan dan regulasi negara dalam bayang-bayang
pusaran kepentingan para oligarki-predator itu. Negara semakin
tidak berdaya melawan kekuatan modal.

Mengapa? Desain kekuasaan politik pemerintahan dimasa
Orde Baru telah dikuasai oleh para oligarki-predatoris yang ber-
dampak pada political landscape (Vedi R Hadiz, 2004, dan 2011).

Political landscape semakin jelas, yaitu menguntungkan
kaum modal secara ekonomi dan politik. Desain ekonomi dan
politik yang dijalankan negara di tengah isu demokratisasi, ke-
bebasan, dan keterbukaan telah merobohkan rumah demokrasi
itu sendiri. Yaitu demokrasi dalam pengertian kedaulatan tertinggi
ada ditangan rakyat.

Pemaknaan kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat
seperti yang diimaginasikan oleh Abraham Lincoln (salah satu
Presiden Amerika), bagi negeri hanya batas ilusi dan mimpi.
Pemaknaan kedaultan tertinggi ditangan rakyat seperti diucapkan
para pemikir Romawi Kuno 600 tahun lalu sebelum Masehi itu,
sebatas ilusi bagi negeri ini.

Kata-kata indah: dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat
hanya barlaku bagi negara polis 600 tahun sebelum kelahiran
Yesus Kristus di negara Athena.

Perkembangan demokrasi modern seperti halnya di Indo-
nesia, kedaulatan rakyat atau daulat takyat telah digantikan oleh
daulat oligarki-predator, yaitu dari koorporasi, oleh koorporasi,
dan untuk koorporasi. Ya, di negeri ini rumah demokrasi telah
runtuh menjadi demokrasi oligarki-predator, demokrasi predator,
demokrasi para perampok ekonomi negara.

2| Dr. Muhammad Uhaib As’ad, M.Si.
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Soal rampok merampok ini buku Professor Jeffery Winters
telah secara detail dan gamblang mendeskripsikan dalam Demo-
cracy and Oligarchy in Indonesia, 2004 dan Oligarkcy, 2011.

Perkembangan situasi mutakhir di negeri ini munculnya
kekerasan politik dan politik sesungguhnya sebagai dampak
dari kondisi ekonomi dan politik negara yang semakin mempri-
hatinkan.

Ketika rakyat berjuang bertahan untuk hidup, negara
dangan instrumen kekuaasaan justru tampa sebagai monster
dan memangsa anak kandung sendiri (Muhammad Uhaib
As'ad, Demokrasi dan Predator Negara, 2020) sekadar membela
kepentingan para kapitalis.

Negara tampil sebagai pemangsa bagi rakyatnya sendiri
dan tampil dengan wajah sangar ala Orde Baru. Wajah sangar itu
bisa kita lihat soal kebijakan revisi Undang-Undanga Mineral dan
Batubara (Minerba) dan Undang-Undang Cipta Karya yang hanya
menguntungkan para kapiltalis dan investor asing.

Kedua undang-undang, regulasi, dan kebijakan negara
itu sebegai bentuk penelanjangan kedaulatan rakyat dan peng-
khianatan institusi negara (eksekutif dan legislatif) terhadap
rakyat demi kepentingan kapitalis. Lahirnya revisi Minerba dan
undang-undang Cipta Karya itu bila dilihat dari perspektif studi
ekonomi politik bukan dari ruang hampa kepentingan.

Bagi penguasa negara tentu saja memiliki pilihan rasional
politik (rational choice). Yaitu suatu pilihan rasional sudah pasti
atas nama kepentingan negara dan rakyat. Atas nama kepenti-
ngan negara dan rakyat itu menjadi instrumen justifikasi legal di
tengah gemuruh resistenai rakyat, khusus kaum buruh pekerja.

Bagaimana penguasa mengatasnamakan kepentingan
rakyat sementara rakyat melakukan penolkan dimana mana ter-
hadap kebijakan negara yang predatoris itu.

Dr. Muhammad Uhaib As’ad, M.Si. |3
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Pada sisi lain, para kaum kapitalis pemilik modal, oligarki-
predator, dan investor asing berpesta pora di tengah gemuruh
suara kaum buruh melakukan resistensi dimana-mana. Tetesan
keringat, air mata manjadi saksi sejarah dari kekerasan politik
dan kekerasan ekonomi dari modal kekuasaan yang berlabel
demokrasi. Ini adalah politik kekuasaan politik belah bambu
dimana negara tampil sebagai jongos dan menjadi bagian ke-
pentingan keserakahan korporasi atau kaum borjuis. Negara telah
menjadi kacung jauh terperangkap ke dalam kubangan para
oligarki-predators.

Negara tampil bagaikan monster dan hantu bagi rakyatnya
sendiri. Inilah risiko sebuah negara bila tersandera atau dibajak
oleh kekuatan pasar. Para wakil rakyat yang ada di Senayan dan
partai politik telah menjadi bagian dari pasar. Karena bagian dari
pasar tentu saja membela kepentingan pasar dalam bungkus
kepentingan rakyat dan negara.

Revisi Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang
Cipta Kerja sebagai modus pesekongkolan antara aktor politik
dan aktor pasar yang paling telanjang dan memuakkan setelah
kejatuhan pemerintahan Orde Baru.

Inilah ilusi dan paradoks demokrasi yang paling serius
dalam sejarah demokrasi setelah pemerintahan Orde Baru. Fakta
ini semakin menguatkan argumentasi Professor Tom Pipensky
bahwa demokrasi Indonesia berjalan mundur (Backsliding of
Democracy). Inilah wajah transisi demokrasi dan konsolidasi
demokrasi yang belum menemukan format jelas bagaimana
membangun demokrasi substantif.

Alih-alih membangun demokrasi substantif justru semakin
menguatnya demokrasi oligarki-predator dan demokrasi politik
famili (political family). Bisa jadi, Pilkada Serentak pada Desember
2020 sekedar membaptis calon pemimpin berwatak oligarki-
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predatoris apalagi calon penguasa daerah didanai para mafia atau
para cukong Pilkada.

Di saat rakyat bertarung bertahan hidup dalam situasi
ekonomi yang parah akibat Covid-19 justru energi politik anak
bangsa ini habis terkuras merespon soal-soal kebijakan negara
yang tidak populer itu ketimbang menangani kasus Covid-19.

Rakyat semakin di dera keputusasaan. Putus asa secara
ekonomi dan politik. Rakyat merasa terkhianati terutama bagi
kalanganrakyat.Penguasasibukdengan pidato-pidato, penyataan-
pernyataan yang justru semakin menambah kenyinyiran rakyat.
Semestinya pemerintah fokus menangan kasus Covid-19 bukan
sibuk memaksakan dan mensahkan undang-undang yang tidak
populer di mata rakyat namun populer di mata korporasi atau
pasar.

Sekali lagi, kedaulatan sudah runtuh. Rumah demokrasi
tinggal puing-puing berserakan. Demokrasi dan kebijakan negara
telah dibajak oleh kekuatan pasar. Pasar telah menjadi negara
dalam negara. Institusi demokrasi telah menjadi bagian dari pasar.
Ya, pasar telah menjadi hegemoni dan mendominasi peradaban
politik dan kebudayaan manusia.

Manusia telah dikendalikan oleh kekuatan pasar termasuk
pasar politik. Semua serba pasar. Pilkada pun menjadi kerumunan
pasar yang diagungkan. Kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat
sekedar nyanyian sunyi dan menghibur hati disaat kesepian di
tengah gemuruh pasar politik, pasar Pilkada.

Pasar Agung saat ini adalah: dari koorporasi, oleh korporasi,
dan untuk korporasi. Tidak lagi lagu demokrasi dari rakyat, oleh
rakyat dan untuk rakyat. Nyanyian sudah terkubur dan sudah
menjadi tulang belulang terukir dalam nisan sejarah demokrasi
negeriini.[]

Dr. Muhammad Uhaib As’ad, M.Si. |5



Tambang dan Pilkada: Arena Perselingkuhan Politik Bisnis Aktor Lokal

Kalimantan Selatan Meradang
Dikepung Banjir

SEJARAH banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel) baru saat ini
(2021) paling parah. Situasi banjir semakin memprihatinkan dan
menyebar hampir keseluruh kabupaten di Kalsel. Inilah realitas
banjir terparah dalam sejarah banijir.

Kepungan banjir saat ini telah melibas areal pertanian
dan sumber-sumber perekonomian warga. Derasnya curah
hujan hampir tiap hari di bumi Kalsel nyaris tidak mampu lagi
menampung debit air di tengah kepanikan warga.

Warga dengan caranya masing-masing berusaha menye-
lamatkan harta benda dengan peralatan seadanya. Pemandangan
seperti sudah berlangsung beberapa hari. Infrastruktur jalan dan
fasilitas lainnya tidak luput dari terjangan banijir.

Musibah banjir hadir di tengah kepanikan warga melawan
Virus Corona yang semakin melipat-gandakan kepanikan. Meng-
hadapi situasi kepanikan dan darurat banjir ini warga berharap
hadirnya negara sebagai institusi mengurai kepanikan dari
kepungan banijir ini.

Persolan banjir di Kalsel ini sama saja dengan persoalan
kebakaran hutan. Kepungan banjir dan kepungan asap kebakaran
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hutan bukan hadir dari ruang hampa. Bukan persoalan berdiri
sendiri.

Faktor dominan ada di tangan manusia sebagai antro-
posentrisme (manusia sebagai pengendali kehidupan bumi,
melestarikan dan menghancurkan bumi). Manusia adalah sebagai
pengendali peradaban bumi dan penghancur bumi.

Semua ini secara jelas telah diabadikan dalam kita suci Al-
Qur’an dan Sunnah Nabi. Disini berlaku hukum kausalitas sejarah
antara kebaikan, kejahatan, dan keserakahan ummat manusia.
Dalam perspektif ekonomi politik misalnya, perilaku antara
kebaikan dan kejahatan, serta keserakahan ini beda-beda tipis.
Antara kebenaran dan kejahatan parameternya telah kabur.

Memahami kepungan banjir ini bisa saja setiap orang
membangun argumen menurut perspektifnya masing-masing.
Bagi yang berpandangan bahwa kepungan banjir di Kalsel saat ini
adalah karena besarnya curah hujan dan faktor perubahan cuaca
ekstrim yang memproduksi potensi hujan lebat.

Artinya, leading argument disini menegaskan bahwa
kehadiran banjir tidak ada intervensi tangan manusia tetapi faktor
alam atau natural. Curah hujan lebat dan perubahan cuaca ekstrim
menjadi variabel penjelas dalam memahami situasi banjir ini.

Sementara itu, pandangan lain memahami musibah banjir
itu selain karena faktor derasnya hujan dan perubahan cuaca
ekstrim, faktor dominan lainnya adalah karena ulah keserakahan
dan kerakusan manusia mengeksploitasi sumber daya alam habis-
habisan.

Eksploitasidan pengerukan sumber daya alam berlangsung
puluhan itu menjadi faktor dominan penyebab semua ini. Bumi
juga punya roh (soul) seperti manusia. Kita bumi eksploitasi secara
serakah maka akan memberikan dampak bagi kehidupan bagi
manusia.

Dr. Muhammad Uhaib As’ad, M.Si. |7
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Kasus beberapa negara di Afrika dan Amerika Latin, seperti
ditulis oleh Jeffery W dalam bukunya Escaping Natural Resources
Curse (Berkelit dari Kutukan Sumber Daya Alam), membuktikan
hal itu.

Secarajelas Jefferymenguraikan bahwa, ketika sumberdaya
alam diperlakukan secara tidak adil dan melampaui kapasitasnya,
cepat atau lambat sumber daya alam itu akan menjadi kutukan
(curse) bukan menjadi berkah (blessing) bagi umat manusia.

Kalsel sebagai daerah kaya sumber daya alam, khususnya
tambang batubara dan kelapa sawit. Atas nama pendapat asli
daerah (PAD) dan kalkulasi ekonomi bisnis semata.

Persoalan kerusakan lingkungan dan marginalisasi warga
lokal tidak menjadi prioritas. Persoalan reklamasi dan tanggung
jawab sosial perusahaan (CSR) masih menjadi persoalan dan tema
debat seksi bagi calon kepala daerah di Kalsel.

Sulit dihindari bahwa tema-tema sumber daya alam atau
industri ekstraktif menjadi isu seksi dalam sebat-debat kampanye
politik. Sumber daya alam kaya di Kalsel ini sejatinya menjadi
berkah bersama bagi warga Kalsel tapi faktanya tidak demikian.

Sumberdaya alam dan penggundulan hutan akibat
ekspansi industri tambang dan kelapa sawit menjadi hikayat sedih
bagi warga Kalsel. Sungguh, sulit untuk menghindari bangun
narasi publik bahwa apa yang terjadi saat ini tidak terlepas proses
bekerjanya industri tambang dan kelapa sawit dimana lahan-
lahan, bumi dan alam sekitarnya tidak mampu lagi menyerap
curah hujan.

Perjumpaan variabel antara curah hujan lebat, perubahan
cuaca ekstrim dan faktor keserakahan serta kerakusan itu menjadi
argumen yang bisa menjelaskan fenomena banijir itu.
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Pilkada dan Politik Marketing

Bila kita mengamati dalam debat politik beberapa
waktu lalu, isu sumberdaya alam menjadi tema paling seksi. Isu
sumberdaya alam menjadi episentrum bertemu para aktor dan
kepentingan lainnya.

Secara teoritis, untuk kasus Kalsel, menguasai sumber
daya ekonomi lokal harus menguasai sumber daya politik lokal
Kalsel. Bertemunya aktor politik dan aktor bisnis akan membentuk
jaringan patronase politik dan bisnis.

Jaringan kepentingan politik dan bisnis saling menyandera
(to embrace each other). Oleh karena itu, terkait persoalan regulasi
pengelolaan sumber daya alam sudah pasti saling meng-
untungkan para aktor. Regulasi itu akan selamanya ditulis oleh
para pemenang atau para penguasa.

Warga Kalsel, siapa pun pemenang Pilkada Gubernur
Kalimantan Selatan, wajib menagih janji dari janji-janji politik
para kandidat. Persoalan banjir tahunan demikian pula kebakaran
hutan berkaitan erat dengan kebijakan atau regulasi yang dibuat
pemegang kekuasaan.

Inilah ujian terberat para kepala daerah yang terpilih dalam
Pilkada. Masyarakat tidak perlu lagi diajak menghayal dalam ruang
abstrak. Banjir telah menjadi fakta yang lahir bukan dari ruang
hampa tapi dampak dari sejumlah faktor. Salah satu faktornya
adalah dari kebijakan ekonomi politik, tanpa memperhatikan
lingkungannya.

Para politisi lokal, partai politik, dan seluruh komponen
warga Kalsel, termasuk para akademisi, perguruan tinggi, sudah
saatnya duduk bersama memperbincangkan secara solutif dan
collaborative governance antara lembaga swasta dan pemerintah.
Nah, saat ini paling afdol para politisi bila mau membangun politik
pencitraan bukan saja pada saat menjelang Pilkada atau Pileg.
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Banjir Kalsel Dipicu Kejahatan
Korporasi Tambang

BENCANA banjir masih menggenangi beberapa wilayah
di Kalimantan Selatan pada Rabu (13/1/2021). Banjir tahunan ini
makin melumpuhkan aktivitas perekonomian warga Kalsel di
tengah pandemi Covid-19.

Pakar kebijakan publik dan politik dari Universitas Islam
Kalimantan (Uniska) Banjarmasin, Muhammad Uhaib As'ad,
menyoroti bencana banjir yang tidak berkesudahan di Kalsel.
Menurut Uhaib, banjir yang merata hampir seluruh kabupaten/
kota di Kalsel mengganggu perekonomian warga.

“Akibat banjir dengan eskalasi yang tinggi. Pejabat daerah,
baik gubernur, bupati, dan kepala dinas terkait, tidak pernah jujur
bahwa inilah dampak eksploitasi tambang dan penggundulan
hutan,” kata M Uhaib As'ad kepada banjarhits.com, Rabu
(13/1/2021).

Uhaib menegaskan praktek eksploitasi sumber daya alam
puluhan tahun memicu bencana di tengah masyarakat luas. la
menyesalkan pemerintah daerah menolak jujur bahwa banjir
akibat pertambangan dan deforestasi. Uhaib pun tak sungkan
menyebut banjir dampak dari kejahatan korporasi tambang.
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Menurut dia, pejabat daerah selalu berkelit bahwa banjir
akibat tingginya instensitas hujan. “Ini logika yang dipelihara
selama puluhan tahun. Mana ada pejabat yang mau jujur?
Kebohongan inilah yang dipelihara terus menerus,” ucap Uhaib
As’ad.

la melihat pemerintah daerah berfokus pada eksploitasi
SDA demi mendongkrak ekonomi, tanpa melihat dampak sosial,
lingkungan, marginalisasi, dan tergusurnya masyarakat dari
tanah mereka. Secara keseluruhan, kata Uhaib, industri ekstraktif
berdampak buruk terhadap masyarakat di Kalsel.

Dalam sejumlah literatur dan teori ihwal industri
tambang, Uhaib belum menemukan bahwa inudstri tambang
jadi berkah (blessing). “Justru menjadi kutukan. Tambang tidak
mensejahterakan masyarakat, baik secara teori dan literatur. Bisa
saja sumber daya alam justru jadi kutukan,’ tegas Uhaib As’ad.

ltulah sebabnya, kata Uhaib, momen Pilkada Kalsel 2020
mestinya sebagai ajang instropeksi bagi masyarakat Kalsel untuk
memilih pemimpin yang mumpuni. la mengkritik pola pencitraan
pejabat yang turun ke lokasi banjir, tanpa memperbaiki tata kelola
lingkungan yang baik.

Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Kalsel, Dwi Putra
Kurniawan, berkata banjir di Kabupaten Banjar dan Tanah Laut
menerjang dan menenggelamkan lahan pertanian pangan. Banjir
ini, kata dia, pasti merugikan para petani, terutama produk pangan
seperti padi dan hortikultura.

“Berdasarkan data laporan sementara sampai tanggal
12 Januari 2021 yang kami terima dari anggota Serikat Petani
Indonesia di 2 kabupaten tersebut, kerugian mereka di lahan
pertaniannya ada yang mulai Rp 4 juta sampai Rp 10 jutaan
per petani akibat banjir ini,” kata Dwi Putra Kurniawan, Rabu
(13/1/2021).
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Kalkulasi angka ini belum termasuk kerugian di tempat
penyimpanan benih padidan produk hortikultura di rumah-rumah
petani yang terendam banjir. Sehingga, kata dia, para petani harus
gotong royong merelokasi benih padi ke tempat yang lebih tinggi
atau aman dari banjir.

Dwi mencontohkan benih padi yang terendam air di Desa
Sungai Batang dan Desa Penggalaman, Kecamatan Martapura
Barat, Kabupaten Banjar. Di sana, kata dia, benih padi milik petani
terpaksa segera dijual kepada pengepul untuk menghindari
kerugian yang lebih parah akibat banjir.

Menurut dia, mayoritas anggota petani SPI di desa tersebut
menyampaikan bahwa benih bibit padi untuk proses masa tanam
tahun 2021 yang biasanya mulai dilakukan pada bulan April-Mei
nanti tidak ada lagi. “Karena rusak terendam ataupun terpaksa
dijual sesegera mungkin,”lanjut Dwi Putra.
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Demokrasi Lokal: Tambang dan
Bandar Politik

MEMPERDEBATKAN mengenai dinamika demokrasi lokal
di Kalimantan Selatan (Kalsel) memiliki hubungan signifikan yang
terbangun dengan keberadaan industri tambang.

Industri tambang tidak saja sekedar aktivitas ekonomi dan
bisnis juga menjadi instrumen persekongkolan para aktor lokal,
politisi dan bisnis. Relasi kuasa antara politik dan bisnis sudah
lama terbangun tidak saja terjadi di Kalsel, tetapi sudah menjadi
fenomena umum dalam peta bumi perpolitikan nasional.

Fenomena relasi politik dan bisnis di negeri ini telah
terjalin sejak rezim Orde Lama sampai rezim Reformasi saat. Di
era demokrasi saat ini perselingkuhan antara politik (politisi) dan
kelompok bisnis semakin terstruktur dan terdesentralisasi.

Isu demokratisasi, desentralisasi atau kebijakan otonomi
daerah menjadiruang terbuka dan struktur kesempatan terjadinya
perselingkuhan itu. Perselingkuhan terstruktur itu semakin
telanjang disaat ritual demokrasi (Pilpres, Pilkada, dan Pileg).

Daerah yang memiliki potensi sumber daya alam seperti
tambang, kelapa sawit perselingkuhan itu tidak saja sebatas relasi
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ekonomi-bisnis, tetapi merambah pada penguasaan wilayah
kekuasaan politik.

Sumber daya alam, industri tambang dan kelapa sawit men-
jadi instrumen relasi kuasa para aktor politik. Kasus Kalimantan
Selatan misalnya, sebagai salah satu penghasil tambang batu bara
terbesar di negeri ini, sudah menjadi pengetahuan publik bahwa
para aktor lokal, politisi, dan kelompok bisnis telah menyandera
demokrasilokal, khususnya saat pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Pilkada tidak saja sebagai ajang pesta demokrasi, tetapi
juga menjadi arena penguatan jaringan patronase politik dan
bisnis. Keterlibatan sejumlah aktor bisnis menjadi bandar politik
atau cukong Pilkada.

Tidak mengherankan bila Pilkada lebih beraroma tambang
dari pada mencitrakan political citizen. Di tengah mahalnya biaya
demokrasi (hight cost democracy), keterlibatan sejumlah bos-bos
tambang dalam pesta demokrasi lokal tidak terhindari.

Pilkada beraroma tambang itu semakin sempurna karena
mayoritas elite-elite partai politik berlatar belakang sebagai
pengusaha tambang atau memiliki hubungan dengan orang-
orang tambang. Wajar saja bila sejumlah warga menyebut Pilkada
di Kalimantan Selatan sebagai pestanya para oligarki atau para
bos tambang.

Inilah wajah demokrasi yang tersandera para oligarki.
Pilkada pun memantulkan cita rasa demokrasi oligarki atau pasar
gelap demokrasi (black market of democracy) dalam kemasan
euphoria demokrasi.

Menguatnya fenomena pasar gelap demokrasi saat ini
sesungguhnya tidak dampak dari sistem perpolitikan berbiaya
tinggi dan perilaku partai politik atau instrumen demokrasi
lainnya. Justru pasar gelap demokrasilah yang menciptakan ruang
kesempatan lahirnya watak-watak oligarki dan predatoris itu.
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Sistem politik di era demokrasi saat ini menjadi argumen
kuat lahirnya perilaku oligarki atau para oligarki predator itu.
Partai politik yang ada melembagakan feodalisme politik dan
peternakan politik famili.

Sementara instrumen demokrasi lainnya sudah diintervensi
kekuatan modal sebagai penumpang gelap dan membonceng
masuk ke dalam struktur kekuasaan. Kekuatan oligarki telah
membajak demokrasi demikian pula struktur ekonomi. Menguasai
struktur ekonomi secara otomatis akan mendikte kekuasaan
politik. Ini realitas sosio-politik saat ini.

Seperti disebutkan di atas, daerah yang memiliki kekayaan
sumber daya alam, keterlibatan oligarki lokal menjadi kekuatan
yang bisa menghitam-putih kan dinamika demokrasi lokal sebagai
local bossism atau local strongman.

Para bos-bos lokal itu seperti disebutkan sebelumnya tidak
saja memiliki kepentingan bisnis, tetapi memiliki kepentingan
politik. Sumber daya alam menjadi barter kepentingan dan
menyandera selama patronase politik (sang patron) berkuasa.

Regulasi atau kebijakan terkait industri tambang yang lahir
dari tangan penguasa lokal akan membelikan kelompok bisnis
atau kroni bisnis.

Fakta di Kalimantan Selatan memperkuat argumentasi
ini. Pembiaran eksploitasi tambang dan kelapa sawit selama ini
telah melahirkan kerusakan lingkungan, penggundulan hutan,
kebakaran hutan, banjir dan sejumlah penyakit sosial lainnya.

Regulasi dan aturan main yang lahir dari tangan para
politisi (lembaga legislatif dan eksekutif) menjadi instrumen
justifikasi tehadap perilaku keserakahan itu. Posisi negara sudah
menjadi komperador dan predator bagi kepentingan pasar
melalui sejumlah regulasi dan kebijakan yang dibuat.
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Pasal 33 UUD seperti tertulis dalam konstitusi negara se-
batas ilusi bagi rakyat dan negara. Kekuatan kelompok oligarki
tidak saja mempreteli sumber daya ekonomi negara juga me-
nyandera kekuasaan.

Situasi negeri ini semakin memperjelas tesis Prof Noreena
Herzt dalam bukunya Silent Take of the Dead of Democracy, bahwa
dominasi pasar akan membunuh demokrasi. Ya, Pilpres, Pilkada,
dan Pileg didominasi kekuatan pasar. Pasar telah mendikte
kebijakan negara. Negara tidak berdaya menghadapi kekuatan
pasar.

Pasarmenjadinegarabayangandanberhasilmengamputasi
dan membuat impotensi lembaga-lembaga demokrasi.

Oleh karena itu, bila Pilkada Serentak 9 Desember lalu
di seluruh Indonesia sekedar melahirkan penguasa lokal yang
tersandera oleh kekuatan oligarki atau sekedar jadi komprador
pasar, selama itu pula sumber daya alam hanya diperuntukkan
bagi kepentingan oligarki dan para mafia tambang.|[]
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Parodi Banjir, Ruang Publik, dan
Kritik Sosial

PERINGATAN DAN TEGURAN

Mengingat dalam suasana bencana banjir telah beredar di media sosial
foto dan atau video dan atau narasi yang memuat ujaran kebencian, fitnah
dan atau pencemaran nama baik pada seseorang dan atau kelompok
orang, khususnya yang ditujukan kepada H.Sahbirin Noor (Paman Birin),
yang sengaja dibuat dan atau di edit dan atau dinarasikan yang tidak
sesuai dengan fakta dan atau konteksnya, maka dengan ini kami selaku
Tim Hukum H. Sahbirin Noor MEMPERINGATKAN DAN ATAU MENEGUR,
agar berhenti membuat konten dan atau menyebarkannya. Kami sudah
menginventarisir fakta hukum pihak-pihak yang membuat dan meng-
upload dan membagikannya di media sosial, untuk nantinya setelah
musibah banjir berakhir, KAMI LAPORKAN KE KEPOLISIAN atas TINDAK
PIDANA/KEJAHATAN yang diatur dalam UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTONIK.

Kami juga menghimbau agar stop memuat foto dan atau video dan atau
narasi yang berisi fitnah dan ujaran kebencian, mari kita membantu
masyarakat secara nyata dalam menghadapi musibah banjir ini.

Banjarmasin, 17 Januari 2021
Tim Hukum H. Sahbirin Noor
Ttd.
Dr.H.Syaifudin.SH.,MH.
Samsu Saladin, SH.,MH.
Syainaldy Muttagien, SH.
Fikri Anshari. SH.
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Surat teguran dari tim hukum Sahbirin terhadap konten
pencemaran nama baik saat banjir terasa istimewa.

Munculnya pernyataan kontroversial dari tim kuasa hukum
gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) menyikapi maraknya meme
atau parodi banjir yang beredar telah membuat ruang publik
menjadi gaduh dan nyinyir.

Di saat warga melawan kepungan histeria banijir, justru
ruang publik dijejali ketakutan dan melipat-gandakan kenyinyiran
warga, dan makin menurunkan elektabilitas penguasa daerah di
mata warga.

Alih-alih penguasa daerah menginjeksi dan memperkuat
mentalitas warga menghadapi gemuruh banjir itu, justru
mengamputasi semangat hidup warga melalui peringatan dan
ancaman lewat tim kuasa hukum.

Beberapa pekan terakhir, jagat media sosial dipenuhi
meme-meme lucu yang memparodikan suasana banjir melanda
hampir seluruh kabupaten di Kalsel. Meme dan parodi banijir
itu sejenak manjadi hiburan, dan sedikit menurunkan tensi
ketegangan, kelelahan, dan histeria massal di tengah bandang air.

Kata meme mulai dikenal dalam jagat media sosial sejak
diperkenalkan oleh ahli biologi berkebangsaan Inggris bernama
Richard Dawkins lewat bukunya The Selfish Gene (1976). Meme
berasal dari kata Yunani, Mimeme yang berarti tiruan.

Istilah itu diciptakan oleh Dawkins untuk memaknai dan
menginterpretasikan unit gagasan atau state of mind dalam
transmisi kultural yang terus direplikasi dalam penyebarannya.
Seiring perkembangan media sosial, belakangan kata meme itu
diadaptasi oleh internet atau jagat media sosial.

Meme pun semakin mengalami perkembangan bertrans-
formasi secara genuin dengan macam-macam gambar disertai
kata-kata lucu dan menggelitik realitas kehidupan.
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Terlepas dari maknanya, meme marak dan menjadi instru-
men parodi lucu yang hadir di ruang publik. Meme telah menjadi
kaki-tangan bagi ruang publik yang mewakili percakapan hati,
pikiran, dan perasaan warga.

Meme telah menjadi penyambung lidah mempercakapkan
realitas politik, ekonomi, hukum, dan aspek lainnya. Menghadapi
ketidak-berdayaan, ketidak-adilan politik dan ekonomi terhadap
kekuatan dominan, meme-meme itu menjadi katalisator dan
jembatan penghubung pada pusat-pusat kekuasaan atau pemilik
kuasa kebenaran.

Kita harus berterima kasih kepada Richard Dawkins itu yang
mepopulerkan makhluk bernama meme itu. Meme telah menjadi
simbol perlawanan di ruang publik saat warga telah kehabisan
kosa-kata melawan kekuatan dominan, oligarki, dan para pejabat
politik ekonomi di negeri ini.

Pernyataan tim kuasa gubernur bernada provokatif dan
oligakis itu, justru tidak membuat simpatik warga Kalsel. Bahkan
mengundang kemarahan kelompok warga dan resistensi publik.
Sebut saja perlawanan itu datang dari DPC PERADI Martapura-
Banjarbaru dan kelompok masyarakat lainnya.

Pernyataan tim hukumitu menjadibolabunuhdiriditengah
kepanikan massal. Pernyataan seperti ini bukan momentum tepat.
Melawan arus pikiran publik, arus demokratisasi sama dengan
melawan kuatnya derasnya banijir.

Pernyataan ini memberikan gambaran perilaku oligarki
dan memonopoli kebenaran dan ruang publik. Ruang publik
adalah ruang bersama, ruang bebas untuk melukiskan gambaran
pemikiran atas realitas kehidupan, demikian kata Jurgan Habermas
pemikir dari Jerman.

Ketika diskursus publik hanya berada ditangan pemilik
kekuasaan ini adalah bentuk lain banalitas, yaitu bentuk kekerasan
dan arogansi kekuasaan, demikian kata Professor Hannah Arendt.
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Sebagai akademisi, saya ingin memberikan penilaian
bahwa apa yang diucapkan oleh tim kuasa hukum gubernur itu
telah merefleksikan apa yang diucapakan oleh Professor Jurgan
Habermas dan Professor Hannah Arendt itu.

Seperti beredar di media sosial bahwa siapa pun yang
membuat meme atau memparodikan banjir akan dilaporkan
ke penegak hukum pasca banjir nanti. Saya hanya bisa mem-
bayangkan bahwa betapa penuh sesak penjara di Kalsel itu.

Akan ada ratusan, ribuan, atau bahkan puluhan ribu orang
yang akan masuk penjara bagi pembuat dan penyebar meme dan
parodi banjiritu. Atas nama undang-undang ITE warga Kalimantan
Selatan akan menyaksikan sidang massal di pengadilan pasca
banijir.

Sesungguhnya, apa yang disampaikan warga itu sebagai
bentuk kritik sosial terhadap realitas sosial, politik, ekonomi, dan
carut-marut eksploitasi sumber daya alam di wilayah ini.

Kritik sosial lewat meme itu ketika lembaga-lembaga resmi
negara, partai politik, media mainstream larut dalam kekuasaan,
meme dan parodi itu menjadi alternatif kritik sosial.

Selama ini, adalah WALHI dan Komunitas Sipil (Civil
Society) yang terus menerus memberikan kritikan terhadap mafia
tambang dan kepala sawit yang telah beroperasi puluhan tahun.
Ekspansi industri dan tambang dan kelapa sawit telah memporak-
porandakan sumber daya alam.

Dalam situasi banjir sepeti ini, siapa yang bertanggung
jawab? Bencana banjir adalah semua akumulasi kemarahan alam
yang sekian lama diperkosa mesin industri tambang dan kelapa
sawit. Akhirnya, warga juga yang paling menderita sementara
para pengusaha tetap menikmati dari aktivitas tambang dan
kelapa sawit.
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Oleh karenaitu, sudah saatnya warga Kalsel secara bersama-
sama membangun kesadaran kolektif mengkritisi kekuatan
oligarki dan mafia tambang itu demi kebaikan dan keselamatan
bersama. Yang tersisa saat ini adalah kawan pegunungan Meratus
yang menjadi incaran pengusaha tambang.

Kini, lebih separuh wilayah Kalimantan Selatan telah
dikuasai tambang dan kelapa sawit. Lubang-lubang tambang dan
kawasan yang gundul menjadi pemandangan telanjang sejauh
mata memandang.

Semua ini karena regulasi dan aturan main yang diberikan
oleh negara menjadi legalitas formal beroperasinya perusahan
tambang yang jumlahnya ratusan. Warga hanya bisa tertunduk
lesu, sedih, dan marah melihat SDA yang sudah hancur itu.

Sekali lagi, musibah banjir saat ini adalah akumulasi
kemarahan alam yang tidak terkendalikan akibat keserakahan
manusia.[]
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814 LL.ubang Tambang di Kalsel
Disebut Tak Direklamasi, Serius?

JARINGAN Advokasi Tambang (Jatam) mencatat pada
2020 ada sebanyak 3.092 lubang tambang yang tidak direklamasi
di Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Jatam
Merah Johansyah.

Dia merinci, sebaran lubang tambang tersebut yakni ter-
dapat di Aceh berjumlah enam lubang, Sumatera Barat berjumlah
22, Bengkulu berjumlah 54, Lampung berjumlah sembilan, dan
Riau 19. Lalu, Jambi berjumlah 59, Sumatera Selatan berjumlah
163, dan Banten berjumlah dua lubang.

Kemudian, untuk wilayah Kalimantan, yakni Kalimantan
Tengahberjumlah 163, Kalimantan Utaraberjumlah 44, Kalimantan
Selatan berjumlah 814, dan Kalimantan Timur berjumlah 1.735,
lalu Sulawesi Selatan berjumlah dua.

“Lubang tambang 3.092 lubang dan korban total sejak 2014
sampai dengan 2020 sebanyak 168 korban. Lubang tambang ada
814 tidak direklamasi di Kalsel,” ungkapnya dalam diskusi publik
secara daring, Jumat (29/01/2021).

Lebih lanjut dia mengatakan, ada 104 lokasi konsesi
tambang mineral dan batu bara di seluruh Indonesia yang berada
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di kawasan berisiko tinggi gempa, dengan luas mencapai 1,6
juta hektar atau setara dengan setengah luas Belgia dan juga 11
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

“Sebanyak 104 konsesi tambang mineral dan batu bara ada
di kawasan risiko tinggi gempa, termasuk PLTU, berarti batu bara
di lokasi rawan gempa dan tsunami,” paparnya.

Seperti diketahui, banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan
(Kalsel) pertengahan bulan ini menjadi perhatian banyak pihak.
Sejumlah pegiat lingkungan bahkan menyebut banjir yang terjadi
di Kalsel bukan semata disebabkan oleh tingginya curah hujan.
Tapi juga karena meningkatnya jumlah Izin Usaha Pertambangan
(IUP) dan besarnya kebun sawit.

Namun demikian, hal itu dibantah Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM). Direktur Teknik dan Lingkungan
Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan,
jumlah kegiatan usaha pertambangan di Kalimantan Selatan per
Januari 2021 terdapat 212 perizinan pertambangan.

“Dengan total persentase luas wilayah kurang lebih 14%
dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya kepada
CNBC Indonesia, Senin (25/01/2021).

Dia mengklaim luas bukaan lahan untuk kegiatan
pertambangan sangat kecil, seperti di Daerah Aliran Sungai (DAS)
Barito yang terdampak besar bencana banjir.

“Pada DAS Barito total luas bukaan lahan untuk kegiatan
usaha pertambangan hanya 4,3% dari total luas wilayah izin
pertambangan,” ungkapnya.[]
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Banjir Kalsel: Penguasa, Politisi, dan
Korporasi

DALAM seminggu terakhir, warga Kalimantan Selatan
(Kalsel) dalam kepungan banijir. Eskalasi banjir telah memporak
porandakan infrastruktur transportasi dan ekonomi. Warga dalam
situasi histeria dan kepanikan massal.

Warga dengan caranya masing-masing berusaha menye-
lamatkan keluarga dan harta benda di tengah minimnya alat
bantu. Siang-malam warga berjibaku menyelamatkan nyawa dan
harta benda yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya.

Ladang persawahan dan areal peternakan luluh lantah
dilibas banjir yang tertinggal hanya mimpi-mimpi kosong. Warga
Kalsel di beberapa daerah hidup sebagai petanidan menggantung
kehidupan ekonomi dari sektor pertanian, ladang dan sawah. Kini,
berbagai tanaman di sawah dan ladang itu telah ludes hanyut
dilibas banijir.

Situasi ini semakin histeria ketika ketinggian air telah
mengepung dan nyaris menenggelamkan rumah warga. Di malam
hari warga bergotong royong saling menjaga dilingkungan.
Pemandangan ini sudah berlangsung beberapa minggu dan
belum bisa diramal sampai kapan situasi ini berakhir.
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Banjir besar mengepung hampir semua daerah di Kalsel
baru terjadi saat ini dan tidak pernah terjadi sebelumnya.
Berbagai argumen bermunculan menjelaskan fenomena banjir
yang eskalatif saat. Banjir saat ini sesungguhnya sebagai dampak
eksploitasi sumber daya alam (SDA), khususnya industri tambang
dan kelapa sawit.

Industri tambang dan kelapa sawit yang ekspansif ini
telah melibas kawasan hutan di Kalsel oleh sejumlah korporasi
tambang dan kelapa sawit secara serakah dan serampangan tanpa
mempertimbangkan dampak terhadap kerusakan lingkungan.

Watak predatoris dari korporasi tambang dan kelapa
sawit itu sekedar mengejar keuntungan ekonomi bisnis dan abai
terhadap persoalan lingkungan dan keadilan bagi warga yang
hidup di areal pertambangan dan kelapa sawit.

Watak predatoris itu sudah berlangsung sekian lama
atas nama pendapatan asli daerah (PAD) yang dilegitimasi oleh
sejumlah regulasi atau aturan main yang dibuat oleh negara.

Korporasi itu bekerja berdasarkan regulasi atau aturan
main yang dibuat oleh pemerintah pusat atau daerah. Oleh karena
eksploitasi industri tambang dan kelapa sawit itu menjadi sah dan
legal secara undang-undang.

Atas dasar itu semua korporasi tambang dan kelapa
sawit yang beroperasi di Kalsel memiliki legalitas walaupun
menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan memarginalkan
warga lokal. Persoalan dampak lingkungan adalah persoalan
paling krusial dalam industri ekstraktif.

Dukumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(AMDAL) tidak lebih sebagai formalitas semata untuk melegalkan
aktivitas korporasi tambang dan kelapa sawit. Dukumen AMDAL
yang dikantongi sejumlah korporasi tambang dan kelapa sawit di
Kalsel tidak menjadi jaminan akan terjadi dampak lingkungan.[]
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Penguasa Daerah, Politisi, dan
Korporasi

MENYIKAPI eskalasi banjir saat ini sesungguhnya tidak
tidak lepas dari tiga aktor: penguasa daerah, politisi, dan korporasi.
Ketiga aktor utama ini paling bertanggung jawab atas musibah
banjir ini.

Penguasa adalah pada level kabupaten atau provinsi
sebagai regulator atau pembuat kebijakan bersama lembaga
legislatif terkait politik kebijakan pengelolaan SDA.

Lembaga eksekutif (pemerintah) bersamalembagalegislatif
(DPRD) dalam proses pembuatan kebijakan (public policy making
process) tidak berada dalam rumah hampa kepentingan. Masing-
masing mengusung kepentingan dalam proses pembuatan
kebijakan atau regulasi.

Kepentingan itu antara lain kepentingan politik dan
ekonomi. Para aktor bermain dalam proses pembuatan kebijakan,
khususnya kebijakan terkait industri tambang dan kelapa sawit.

Sejumlah anggota legislatif berlatar belakang pengusaha
tambang atau memiliki jaringan dengan orang-orang tambang,
proses pembuatan kebijkan atau regulasi sudah barang tentu
membela kepentingan korporasi dari pada kepentingan publik.
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Oleh karena itu, saya ingin mengatakan bahwa persoalan
banjir tidak bisa lepas dari persoalan politik kebijakan yang terkait
dengan korporasi tambang dan kelapa sawit. Sementara itu, pihak
korporasi butuh legitimasi, regulasi, dan proteksi dari negara
(pemerintah).

Legitimasidan proteksiyangdiberikannegaraituterbangun
relasi kuasa atau patron-klien yang saling menguntungkan.
Relasi kuasa antara penguasa dan penguasa ini bila didekati dari
perspektif teori ekonomi politik akan tercipta jaringan patronase
politik dan ekonomi serta praktek rent-seeking.

Praktek rent-seeking ini sebagai perilaku berburu
rente ekonomi oleh penguasa (daerah) karena adanya politik
transaksional dalam proses demokrasi atau kontestasi elektoral.

Fenomena banjir yang melanda seluruh kawan Kalsel ini
sesungguhnya dampak ekstrim dan akumulasi penggundulan
hutan atau kerusakan lingkungan. Sebagai leading argument
bahwakeserakahan, keserampangan, dan caruk-carutpengelolaan
industri tambang dan kelapa sawit menjadi variabel dominan
menjelaskan persolan banijir.

Hujan tidak bersalah, yang salah adalah keserakahan dan
kebodohan manusia memperlakukan sumber daya alam secara
rakus. Rakus ekonomi itulah alam dikeruk habis-habis sekedar
mengejar kekayaan ekonomi tanpa memperhatikan rasa keadilan
warga.

Coba kita amati, sejumlah industri tambang besar, PKP2B
hampir menguasai tanah Kalimantan Selatan. Gunung-gunung
rata menjadi sungai, tanah-tanah rakyat dibeli dengan harga
murah atau dirampas dengan cara-cara intimidasi.

Pertanyaannya, siapa sesungguhnya menikmati sumber
daya alam di Kalimantan Selatan ini? Apakah warga Kalimantan
Selatan sudah merasakan keadilan ekonomi dari sumber daya
alam kaya ini?
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Ketika kawasan Kalimantan Selatan menjadi episentrum
industri tambang batubara dan kelapa sawit, kawasan gunung
Meratus menjadi incaran para mafia tambang. Yang tertinggal
hanyalah kawasan gunung Meratus dari keserakahan industri
tambang. ltupun karena berhadapan dengan resistensi publik,
khususnya dari para aktivis lingkungan seperti WALHI dan lainnya.

Sekali lagi, jangan menyalahkan hujan dan banjir. Hujan
dan banjir berjalan secara nutural (alam) sesuai sunnatullah. Yang
bersalah adalah perilaku keserakahan umat manusia, khususnya
orang-orang yang memiliki kekuasaan. Dari tangan penguasa
itulah lahir sejumlah kebijakan atau regulasi.

Kebijakan atau regulasi itu dijalankan oleh pengusaha atau
korporasi. Para pengusaha atau korporasi bisa saja berkelit bahwa
aktivitas tambang dan kelapa sawit sudah mendapatkan lisensi
rekomendasi dari negara walaupun dengan cara-cara kolusi dan
koruptif.

Selain itu, dalam pengelolaan SDA selama ini masih jauh
dari nilai-nilai coorporate good governance atau good coorporate
practice. Bila prinsip-prinsip ini tidak terimplementasi dalam
pengelolaan industri tambang dan kelapa sawit maka selama itu
pula bencana banjir dan kebakaran hutan akan melanda kawasan
Kalimantan Selatan.

Deretan Korporasi yang Kuasai Tambang dan Sawit di Kalsel

Kalimantan Selatan dilanda banjir berhari-hari. Ribuan
warga mengungsi karena tempat tinggal mereka terendam air
hingga mencapai 2 meter.

Saking luasnya banjir di provinsi ini, Badan Nasional Pe-
nanggulangan Bencana (BNPB) telah menetapkan status tanggap
darurat banjir di Kalsel dari 14-21 Januari. Presiden Joko Widodo
dijadwalkan bakal meninjau lokasi banjir di sana hari ini.

28 | Dr. Muhammad Uhaib As’ad, M.Si.



Tambang dan Pilkada: Arena Perselingkuhan Politik Bisnis Aktor Lokal

Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi
yang memiliki luas 38.744 km?, setara 58 kali luas Provinsi DKI
Jakarta. Dengan hamparan daratan yang luas, banyak beroperasi
perusahaan tambang dan sawit di dalamnya.

Berdasarkan data Provinsi Kalimantan Selatan, hingga
2013 ada 13 perusahaan batu bara pemegang Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) dan 160 pe-
rusahaan izin usaha pertambangan (IUP). Adapun galian tambang
batu bara paling banyak di Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu,
Kotabaru, Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Balangan, dan
Tabalong.

PT Adaro Energy Tbk (ADRO) menjadi salah satu perusahaan
tambang pemegang PKP2B yang beroperasi di Tabalong,
Kalimantan Selatan. Total luas konsensi tambang Adaro mencapai
31.379 hektar, termasuk di Kalimantan Tengah.

Sebelumadapenciutanolehpemerintah, Adaromelaporkan
luas konsensinya mencapai 148.148 hektare menjadikannya
pemegang PKP2B terbesar di Indonesia.

Selain Adaro, perusahaan kelas kakap lainnya yang
punya lahan tambang di Kalimantan Selatan adalah PT Arutmin
Indonesia, anak usaha PT Bumi Resources Tbk (BUMI) milik Grup
Bakrie. Lokasi tambang Arutmin berada titik di Kalimantan Selatan
seperti di Satui, Senakin, Batulicin, dan Asam-asam, dengan luas
konsensi mencapai 57.107 hektar.

Sama seperti Adaro, Arutmin merupakan pemegang PKP2B
generasi pertama. Kontraknya habis pada November 2020 dan
sudah diperpanjang pemerintah hingga 10 tahun ke depan.

Selain Adaro dan Arutmin, beberapa perusahaan batu bara
di Kalimantan Selatan di antaranya PT Bangun Banua Persada
Kalimantan, PT Batubara Kalimantan, PT Jhonlin Group, dan PT
Kalimantan Energi Lestari.
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Berdasarkandatayangdihimpun kumparan dariKementeri-
an Perindustrian, ada 18 perusahaan sawit di Kalimantan Selatan.
Mayoritas memproduksi minyak kelapa sawit mentah atau crude
palm oil.

Salah satunya PT Eagle High Plantation yang memiliki luas
kebun sawit 140 ribu hektar yang tersebar di Kalimantan Selatan,
Sumatera, dan Papua.

Perusahaan sawit lainnya adalah PT Batulicin Agro Sentosa
yang merupakan anak usaha dari PT Eshan Agro Sentosa Group.
Eshan diketahui sebagai sub holding dari PT Jhonlin Group milik
Andi Syamsuddin Arysad yang juga dikenal sebagai Haji Isam.

Tak hanya sawit, Haji Isam juga merupakan pemain
tambang batu bara terkenal di Kalimantan Selatan.

Adaroyang merupakan perusahaan tambang diKalimantan
Selatan juga memiliki usaha perkebunan sawit di sana melalui
anak usahanya, PT Alam Tri Abadi. Lokasi operasinya sama-sama
berada di Tabalong.

Berikut 18 Perusahaan Sawit yang Beroperasi di Kalimantan
Selatan:

. PT Alam Raya Kencana Mas Kota Baru

. PT Alam Tri Abadi di Tabalong

. PT Batulicin Agro Sentosa di Tanah Bumbu

. PT Bersama Sejahtera Sakit di Kota Baru

. PT Buana Karya Bhakti di Tanah Bumbu

. PT Bumi Raya Investindo di Kota Baru

. PT Citra Putra Kebun Asri di Tanah Laut

. PT Eagle High Plantation di Tanah Bumbu
9. PT Gawi Makmur Kalimantan, di Tanah Laut
10. PT Gawi Makmur Kalimantan di Tanah Bumbu
11. PT Hasnur Citra Terpadu di Tapin

12. PT Kharisma Inti Usaha di Tapin
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13. PT Ladang Rumpun Subur Abadi di Tanah Bumbu
14. PT Paripurna Swakarsa di Kota Baru

15. PT Pola Kahuripan Inti Sawit di Tanah Laut

16. PT Sajang Heulang di Tanah Bumbu

17. PT Sawita Karya Mandiri di Kota Baru

18. PT Smart Tbk - PT Batu Ampar Mill di Kota Baru

Kamis 30 Juli 2020, 05:17 WIB Praktik Oligarki Menguat
di Pilkada 2020 Indriyani Astuti | Politik dan Hukum K K Praktik
Oligarki Menguat di Pilkada 2020 ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Simulasi Pilkada Serentak 2020 di halaman Kantor KPU R, Jakarta,
Rabu 22 Juli 2020 PRAKTIK oligarki dapat mencederai demokrasi
dan merugikan masyarakat. Pada pemilihan kepala daerah
(pilkada), mereka yang punya kekuasaan dan modal besar dapat
menjadi sponsor bagi para kandidat. Akibatnya, calon yang
terpilih dalam kontestasi cenderung mengambil kebijakan yang
menguntungkan kelompok elite dan mengabaikan hak asasi
manusia (HAM). “Proses politik yang dipengaruhi praktik oligarki
akan menghasilkan orang yang bekerja untuk para elite (oligarki).
Hasilnya, akan ada pengabaian HAM masyarakat,” ungkap Wakil
Ketua Eksternal Komnas HAM Amiruddin dalam webinar bertajuk
Oligarki dalam Pilkada 2020, di Jakarta, kemarin.

Ketua tim pemantauan Pilkada 2020, Hairansyah mengata-
kan Komnas HAM menerima banyak laporan kasus pelanggaran
HAM yang melibatkan pemerintah daerah seperti kasus konflik
agraria, penguasaan sumber daya alam dan lingkungan hidup,
pengabaian hak masyarakat adat, dan perburuhan. Menurutnya
proses pemilihan langsung kepala daerah sangat menentukan
penegakan HAM. Oleh karena itu, kepala daerah harus memiliki
legitimasi yang kuat dari masyarakat dan kecenderungan
berpihak pada penegakan HAM. Direktur Eksekutif Yayasan
untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini yang juga
menjadi panelis dalam diskusi itu, menjelaskan oligarki akan
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semakin subur pada pilkada kali ini. Pasalnya, pada masa pandemi
covid-19, pencalonan kepala daerah makin elitis dan tertutup.

Selain itu, aktvitas partai dikelola jauh dari prosedur
demokratis yang terbuka. “Tiba-tiba kita disodorkan calon si A,
si B, ada yang berposisi masih sebagai sekretaris daerah,” tutur-
nya. Menurut dia, ada sejumlah hal yang berkontribusi mem-
buat oligarki semakin subur antara lain regulasi didesain untuk
memudahkan masuknya oligarki seperti ambang batas pen-
calonan kepala daerah makin tinggi. Di sisi lain, syarat calon per-
seorangan semakin berat dan mahal. Biaya mahal Kepala Pusat
Penelitian Politik LIPI Firman Noor mengatakan biaya politik yang
mahal untuk menjadi calon kepala daerah membuat praktik
oligarki kian menguat. Biaya-biaya itu antara lain biaya dukungan
dari partai atau beli perahu, konsolidasi, dan pemenangan. “Tidak
mengherankan menjadi bupati dan wali kota membutuhkan
Rp20 miliar-Rp30 miliar” Selain itu, politik uang seperti vote
buying (jual-beli suara), serangan fajar, termasuk mengebom
satu wilayah dengan kekuatan uang juga kerap terjadi saat
pilkada. “Intinya, modus paktik oligarki terjadi di hampir di semua
proses politik,” tukasnya. Sementara itu, pengamat politik dan
kebijakan publik Uniska Banjarmasin, Muhammad Uhaib As’ad,
mengungkapkan bahwa praktik oligarki terjadi di banyak wilayah
di Indonesia, tidak terkecuali Kali mantan.“Pengusaha yang punya
kepentingan atas sumber daya alam atau izin usaha tambang dan
konsesi perkebunan, menjadi sponsor dalam kontestasi politik
lokal” Uang, tuturnya, sangat dominan dalam proses demokrasi.
Adapun kepala daerah yang terpilih dari modal politik para elite
oligarki, mengembalikan uang tersebut dengan melanggengkan
kepentingan para elite.“Terjadi perselingkuhan antara pengusaha
dan kepala daerah. Baru-baru ini Bupati Kutai, Kalimantan Timur,
terciduk KPK akibat proses tran- saksional saat pilkada dengan
jaminan sumber daya alam,” tukasnya.[]
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Ongkos Politik Mahal, Kepala Daerah
Rawan Jadi Kacung Oligarki

NEGARA saat ini tersandera oleh kekuatan pemodal. Tidak
hanya itu, kepala daerah hasil Pilkada ternyata hanya menjadi
kacung-kacung oligarki.

Hal itu diungkapkan, Muhammad Uhaib As'ad, pengamat
Politik Universitas Islam Kalimantan (Uniska). Menurutnya, hingga
saat ini proses demokrasi di Indonesia pasca reformasi masih
tersandera kekuatan uang. Akibatnya, kepala daerah hasil Pilkada
selama ini hanya menjadi‘kacung’oligarki di tingkat lokal maupun
nasional. Bahkan bisa jadi calon-calon kepala daerah pada pilkada
2020 juga menjalankan peran yang sama.

“Sebetulnya kepala daerah yang elected di dalam Pilkada
ini, sebetulnya mereka hanya wayang, kacung, yang dikendalikan
oleh local oligarchy atau national oligarchy,” kata Uhaib dalam
webinar yang digelar oleh Komnas HAM, Rabu (29/8/2020) seperti
dikutip dari CNN Indonesia.

Menurut Uhaib, salah satu indikasi demokrasi tersandra
kekuatan uang, ialah mahalnya ongkos politik yang harus di-
keluarkan setiap kandidat. Akibatnya subtansi demokrasi tidak
mencapai akar rumput. Sebab hanya orang atau lembaga dengan
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kekuatan modal yang besar yang bisa ikut berkompetisi dalam
pilkada atau pemilu.

Kondisi tersebut memberi peluang bagi oligarki meng-
kooptasi demokrasi. Mereka datang memberikan modal besar
bagi kandidat yang ia jagokan di pemilu maupun ajang pilkada.
Kandidat yang ditopang dengan kekuatan modal kemudian
membeli suara rakyat dengan uang.

Lanjut Uhaib, para pemilik modal memang tidak
mencalonkan diri, namun mereka mengatur permainan politik,
baik ditingkat nasional hingga ditingkat local. la mengibaratkan,
para olikarki dalam demokrasi layaknya pemilik club sepak bola.

“Dia ga perlu jadi pemain, tapi dia beli pemain top dunia,
dia bayar dan dia rancang jadi kekuatan raksasa,” ungkapnya

Menurut Uhaib, ketergantungan para kandidat oligarki
akan berimbas pada produk kebijakan. Menurutnya, hampir bisa
dipastikan kepala daerah yang telah duduk dipangkuan oligarki
tak akan berpihak kepada rakyat. Sebaliknya, mereka berpihak
pada kepentingan oligarki, sebagai bentuk politik balas budi.
Misalnya, memberikan konsesi lahan tambang kepada para
pengusaha besar. Uhaib mengambil kesimpulan, penguasa-
penguasa tambang saat ini mendapat konsesi lahan lantaran
menjadi sponsor dalam pilkada maupun pemilu.

“Mereka didikte agar kebijakan yang dibuat berpihak
pada kepentingan kelompok-kelompok yang jadi bandar dalam
Pillkada,” kata dia.

Menurutnya, kondisi seperti ini sangat berbahaya. Sebab
secara perlahan akan mengikis daya tawar pemerintah dan negara
di hadapan para oligarki. Pemerintah perlahan-lahan pelayan
rakyat menjadi‘klien’pengusaha. Sebaliknya, oligarki justru duduk
sebagai penguasa, sebab mereka telah mampu mengendalikan
pemerintah.
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Seperti dilansir pinterpolitik.com, demokrasi di Indonesia
akan sulit menemukan bentuk idealnya karena telah bercampur
dengan politik oligarki. Pembuatan kebijakan hingga wacana
politik kerap kali disesuaikan dengan kepentingan para oligark
yang ‘bermain’di belakang panggung.

“Orang bebas untuk berpartisipasi dalam pemilihan, tetapi
pemilik modal yang ada di partai politik juga akan ikut campur.
Karena demokrasi berbiaya tinggi, sponsor diperlukan untuk
memenuhi biaya politik, dan itu adalah sarang oligarki yang tidak
memberikan apa pun secara gratis” ujar Kepala Pusat Penelitian
Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Noor

Jeffrey A. Winters, Profesor di Northwestern University,
dalam tulisannya, Oligarchy and Democracy in Indonesia, me-
ngatakan, para oligark memiliki banyak cara mengekspresikan
kekuasaan mereka dalam demokrasi Indonesia, khususnya setelah
kejatuhan Soeharto pada 1998.

Semenjak kejatuhan Soeharto, Indonesia tidak hanya
memasuki babak baru berupa Pemilu langsung, namun juga
telah memasuki politik berbiaya tinggiMenurut Winters, kekuatan
materil yang dimiliki oligark menjadi kekuatan paling serbaguna.
Dengan kekuatan materiil oligark dengan mudah mengubahnya
menjadi manifestasi bentuk kekuatan atau kekuasaan lainnya.
Misalnya seperti menghasilkan produk hukum, mempekerjakan
banyak orang, bahkan menyediakan persenjataan militer.[]
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Kepala Daerah Hanya Jadi Kacung
Oligarki

PENGAMAT Politik Universitas Islam Kalimantan (Uniska)
Muhammad Uhaib As'ad menyatakan proses demokrasi di Indo-
nesia pasca reformasi sampai saat ini masih tersandera kekuatan
uang.

Konsekuensinya, kepala daerah hasil Pilkada selama ini
hanya jadi pembantu atau ‘kacung’ para kelompok oligarki di
tingkat lokal maupun nasional.

Uhaib menyatakan tak menutup kemungkinan para kepala
daerah di Pilkada serentak tahun 2020 ini turut memiliki karakter
yang sama.

“Sebetulnya kepala daerah yang elected di dalam Pilkada
ini, sebetulnya mereka hanya wayang, kacung, yang dikendalikan
oleh local oligarchy atau national oligarchy,” kata Uhaib dalam
webinar yang digelar oleh Komnas HAM, Rabu (29/8).

Menurut Uhaib, tingginya ongkos bagi setiap kandidat
untuk mengikuti pemilihan umum jadi salah satu indikasi demo-
krasi telah tersandera kekuatan modal.

Dengan ongkos yang tinggi, menurut dia, hanya orang
atau lembaga dengan kekuatan modal yang besar yang bisa ikut
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berkompetisi. Demokrasi tak merembes hingga akar rumput,
dimana setiap orang bisa mencalonkan diri meski tak didukung
kekuatan uang.

Kondisi tersebut jadi ruang bagi kekuatan oligarki meng-
kooptasi demokrasi di Indonesia.

“Karena mereka punya kekuatan modal besar," kata Uhaib.

Segelintir oligarki ini datang memberikan modal besar bagi
kandidat yang ia jagokan di ajang Pilkada. Dengan itu, praktik
politik uang pun terbuka lebar.

Mereka yang memiliki uang kemudian mencoba membeli
suara rakyat dengan uang-uangnya.

“Pemilik modal itu bisa ga jadi calon, tapi dia mengatur
irama permainan politik lokal. Kayak pemilik kesebelasan sepak
bola aja. Dia ga perlu jadi pemain, tapi dia beli pemain top dunia,
dia bayar dan dia rancang jadi kekuatan raksasa,” kata dia.

Ketergantungan para kandidat terhadap sumber keuangan
dari segelintir oligarki berimbas pada kebijakan-kebijakan yang
akan dikeluarkan setelah terpilih.

Uhaib menyebut dengan ketergantungan itu, para kepala
daerah terpilih hampir bisa dipastikan tak akan berpihak kepada
rakyat.Kepaladaerahitu, katadia, pastiberpihak pada kepentingan
oligarki sebagai timbal balik konsesi yang sudah dikeluarkan saat
Pilkada digelar.

la mencontohkan daerah-daerah yang kaya sumber daya
alam. Di daerah-daerah tersebut, tak sedikit kepala daerahnya
memberikan konsesi lahan tambang kepada para pengusaha
besar.

Uhaib menduga pengusaha-pengusaha itu mendapat
konsesi lahan tambang karena menjadi sponsor kampanye
pilkada kepala daerah tersebut.
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“Mereka [kepala daerah] jadi seperti judul lagu, ‘separuh
jiwaku pergi’. Ya karena mereka didikte agar kebijakan yang
dibuat berpihak pada kepentingan kelompok-kelompok yang jadi
bandar dalam Pillkada,” kata dia.

Kondisidemikian perlahan mengikis daya tawar pemerintah
dan negara di hadapan para oligarki. Status pemerintah pelan-
pelan berubah dari penguasa dan pelayan rakyat menjadi ‘klien’
pengusaha. Sebaliknya, para oligarki kini berstatus sebagai
penguasa di daerah karena mampu mengendalikan pemerintah.

“Negara sekarang udah jadi client, bukan patron. negara
tersandera kekuatan politik pemilik modal,” kata dia.[]
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Pilkada, Tanah Bumbu, dan Birahi
Kekuasaan

MEMPERBINCANGKAN mengenai pemilihan kepala daerah
(Pilkada) di Kalimantan Selatan (Kalsel), menurut saya, Kabupaten
Tanah Bumbu (Tanbu) adalah salah satu kabupaten yang paling
menarik di antara daerah lainnya dalam kontestasi demokrasi
pada 9 Desember 2020 datang.

Kabupaten Tanah Bumbu tidak saja dikenal sebagai daerah
yang kaya sumber daya alam, khususnya industri tambang batu-
bara dan kelapa sawit, juga memiliki sejumlah aktor politik dan
aktor bisnis yang mempengaruhi peta bumi (landscape) sosio-
ekonomi dan politik Kalsel.

Dalam konteks politik, misalnya, keberadaan sumber
daya alam yang itu sangat terkait dengan dinamika politik lokal.
Dinamika politik lokal Tanah Bumbu sangat tergantung dan saling
memengaruhi dinamika ekonomi dan bisnis dibalik para aktor
politik dan aktor bisnis.

Aktor politik dan aktor bisnis terbangun dimulai pada awal
pemekaran Kabupaten Tanah Bumbu dari Kabupaten Kota Baru.
Tokoh fenomenal Zairulah Azhar (ZA) menjadi saksi sejarah dalam
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konteks realitas politik dan ekonomi di Tanah Bumbu saat ini.

Akselarasi politik seorang ZA tidak saja sebatas di tanah
kelahirannya, Tanah Bumbu, tetapi jauh merambah ke level
provinsi dan bahkan nasional. Relasinya dengan sejumlah tokoh
lokal Kalsel dan Pusat (Jakarta) menjadi salah satu tokoh populer
yang patut diperhitungkan dalam kancah perpolitikan di Kalsel.

Mendiskusikan mengenai sosok ZA menjadi penting
untuk memahami realitas sosio-politik dan ekonomi-bisnis di
Tanah Bumbu. Sebagai bupati pertama Kabupaten Tanah Bumbu
(Tanbu), di tengah teransisi kekuaasaan dan konsolidasi birokrasi-
organisasi itu memunculkan sejumlah orang sebagai penumpang
gelap (free rider) atau sekelompok orang berusaha mereposisi diri
masuk ke dalam jaringan struktur kekuasaan atau birokrasi.

Struktur kekuasaan-birokrasi diwarnai hubungan fater-
nalistik dan feodalisme. Pada sisi lain, Tanbu sebagai kabupaten
pemekaran telah dikelilingi para oportunistik dan loyalis semu
untuk membangun jaringan patronase politik dan bisnis ditengah
sumber daya alam yang kaya. Sumber daya alam yang kaya itu
menjadi sumber kolusi dan patronase bisnis antara penguasa
daerah dan pengusaha.

Relasi kuasa antara penguasa daerah dan pengusaha pada
akhirnya membentuk jaringan klien bisnis (client-business) yang
saling menguntungkan. Kehadiran klien bisnis (client-business)
membentuk pola patron-klien (patron-client) sebagai kelompok
strategis yang mewarnai politik lokal Tanah Bumbu.

Jaringan aktor bisnis ini mereposisi diri ke dalam jaringan
struktur kekuasaan, regulasi, dan proteksi yang diberikan oleh
penguasa daerah. Realitas sosio-politik dan ekonomi di Tanah
Bumbu sebagai realitas empiris yang menjelaskan hubungan
antara relasi aktor politik dan aktor bisnis. Menguatnya relasi
antara aktor politik dan aktor bisnis karena peran strategis politik
dan kekuasaan ZA.
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Dalam hal ini, saya menyebut sosok ZA yang fenomenal
itu sebagai orang yang paling berjasa melahirkan cikal bakal para
oligarki lokal (local oligarchy) di Tanbu. ZA adalah sumber utama
patronase (the main source of patronage) politik dan ekonomiyang
memiliki pengaruh politik dan ekonomi dalam jagat perpolitikan
lokal dan nasional.

Tentu saja klaim ini masih terbuka diperdebatkan secara
akademik. Fakta ini masih bisa diperdebatkan.Klaim ini masih
sebatas puzzle (irisan) kecil dalam perdebatan politik lokal Tanah
Bumbu saat ini.

Tambang dan Politik Lokal Tanah Bumbu

Bagi saya, menperdebatkan dinamika politik lokal di Tanbu
sangat sulit untuk memisahkan keterkaitan dengan keberadaan
sumber daya alam, khususnya industri tambang batu bara.
Politik dan tambang adalah realitas atau variabel yang saling
memengaruhi.

Kemunculan tokoh politik dan aktor bisnis berkaitan erat
dengan duniatambang diTanah Bumbu yang menjadi epicentrum
persekongkolan politik dan bisnis. Persekongkolan antara
penguasa lokal dan pebisnis ini akan menyandera demokrasi lokal.

Demokrasi lokal dalam bayang-bayang kekuatan oligarki
atau kendali kelompok bisnis yang lahir di era kekuasaan ZA. Peta
politik Kalsel saat ini sedang berada dalam kekuasaan Klaster
Banjar Pesisir dan sebagai sebagian tokohnya ada di Tanah Bumbu.
Lihat saja sejumlah ketua partai politik besar berada dalan Klaster
Banjar Pesisir. Pemetaan ini menjadi penting bila mengurai peta
kekuatan politik di Kalsel.

Sejumlah aktor politik dan aktor bisnis di Tanah Bumbu
memiliki pengaruh besar dalam politik lokal Kalsel. Penguasaan
sumber daya politik dan bisnis serta kekuatan jaringan para
local bosissm atau local strongman Tanbu itu menjadi kekuatan
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diterminan dalam setiap kontestasi demokrasi (Pilkada Tamba)
dan Pilgub Kalsel. Inilah olgarki kata Jeffery Winters, sekelompok
orang atau person yang memilih kekuatan ekonomi yang
mendikte kekuasaan dan membeli kekuasaan.

Demokrasi dan kekuasaan bisa takluk oleh kekuatan modal,
demikian kata Professor Noreena Herzt dalam bukunya Silent Take
Over and the Death of Democracy.

Kolusi antara politik dan bisnis di era demokrasi semakin
terstruktur. Pasar politik berbiaya tinggi membuka pintu bagi
pebisnis untuk berinvestasi politik atau beternak kekuasaan
(power farming). Memahami dibalik aktor Pilkada di Tanah Bumbu
tidak lebih sebagai arena beternak kekuasaan yang didesain para
oligarki atau kekuatan kelompok bisnis untuk melanggengkan
kekuasaan bisnis dan politik.

Para kandidat yang bertarung dalam Pilkada di Tanbu tidak
lebih sebagai Dramaturgi dan pesta pora demorasi para oligarki
dan elite politik. Dramaturgi itu menjadi tontonan manarik bagi
rakyat dan rakyat larut dalam hingar-bingar sambil betepuk
tangan di tengah ilusi demokrasi dan kerumunan politik (political
crowd).

Sekali lagi, bagi saya Pilkada Tanbu sebagi Pilkada yang
menarik di antara Pilkada di Kalsel. Saya katakan menarik karena
aktor politik dan aktor bisnis memilik nilai strategis dalam
membaca politik lokal Kalsel yang berada dalam Klaster Banjar
Pesisir

Selain itu, leading argument menjelaskan bahwa Pilkada di
Tambu itu sesungguhnya yang bertarung bukan Zairullah Azhar
melawan Sarifuddin H Miming. Pertarungan yang sesungguhnya
adalah para jawara di balik kandidasi itu. Ini adalah pertarungan
gengsi politik dan bisnis. Para Jawara ini sama-sama lahir atau
paling tidak sama-sama memiliki hubungan emosional dengan
ZA ketika menjadi penguasa Tanah Bumbu.
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Pilkada adalah arena mengukur kekuatan amunisi politik
dan politik yang pada akhirnya, miminjam istilah Mancure Olson,
sebagai strategi penguasaan roving bandit stationary bandit
sebagai wilayah kekuasaan politik dan politik. Tanah Bumbu
adalah roving bandit dan stationary bandit bagi aktor yang
bermain di balik Pilkada.[]
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Demokrasi dan Oligarki Lokal:
Refleksi Kritis Menyongsong Pilkada
di Kalsel

BERAKHIRNYA pemerintahan Orde Baru setelah berkuasa
selama 32 tahun telah melahirkan transisi demokrasi. Transisi
demokrasi merubah institusi kekuasaan otoriter menjadi lebih
demokratis.

Di Era transisi demokrasi telah melahirkan para petualang
politik atau penumpang gelap, yaitu sekelompok orang atau
populer disebut oligark- predator (Vedi R Hadiz, 2011).

Para oligark lokal dan oligark pusat telah menguasai
sumberdaya ekonomi dan politik negara. Transisi demokrasi men-
jadi arena persekongkolan secara legal yang dilindungi oleh pe-
nguasa (negara). Dalam hal ini, (lihat buku State and llegality in
Indoneaia, karya Edward Aspinal dan Van Klinken, 2010).

Tampilnya sejumlah Kelompok bisnis di arena panggung
demokrasi saat ini, semakin meramaikan jagad perpolitikan lokal
maupun nasional. Proses demokrasi yang semakin liberal tidak
terbendung lagi dan demokrasi pun berjalan seperti tidak punya
arah tujuan yang jelas.
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Demokrasi telah menjadi mitos yang diformalkan oleh
negara. Demokrasiibarat pasar gelap dan menjadi arena perjudian
kekuasaan dan praktek mafia demokrasi yang tidak terhindarkan
(Mary McCoy, 2019).

Alih-alih  membangun demokrasi substantive seperti
yang diteorisasikan oleh William Case (2006), justru yang lebih
menonjolkan wajah demokrasi formalisme dan prosedural yang
sarat dengan pesekongkolan dan transaksional.

Kekuatan modal telah memangsa institusi negara, se-
mentara partai politik tidak lebih sebagai instrumen pembabtisan
para oligark lokal dan oligark pusat. Yang lebih menyedihkan lagi,
partai politik menjadi arena pelembagaan feodalisme dan politik
famili.

Mentalitas feodalisme dan politik famili yang bersarang
di balik institusi partai politik itu, semakin membuka mata dan
pikiran bangsa ini bahwa proses demokrasi sedang berada di jalan
yang sesat.

Tulisan Edward Aspinall, Democracy for Sale (2019) dan
Tom Pepinski yang menyebut praktik demkorasi di Indonesia saat
sedang berada dalam fase back sliding of democracy (kemunduran
demokrasi).

Peneliti asing tersebut, sesungguhnya telah memberikan
argumen berharga, suka atau tidak suka bahwa bangsa ini telah
mengalami defisit demokrasi atau darurat demokrasi (the danger
of democracy) yang berkepanjangan.

Setidaknya ada dua argumen yang dapat dibangun
untuk menjelaskan problem demokrasi saat ini. Pertama, proses
demokrasi dan sistem politik yang lahir pasca pemerintahan Orde
Baru lebih lebih merepresentasikan kepentingan para elite politik
atau para oligark.
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Oleh karena itu, apa pun produk demokrasi lebih me-
wakili kepentingan kelompok elite atau para oligark dari pada
Kepentingan publik. Kedua, instrumen demokrasi telah dikuasai
oleh elite dan menguasai instrumen demokrasi itu melalui proses
demokrasi yang sarat politik uang dan persekongkolan.

Perlu dipahami bahwa tidak selamanya kelompok oligarki-
predatoris menduduki jabatan formal, misalnya di lembaga
legislatif dan eksekutf, tetapi berusaha menempatkan orang-
orang atau para loyalis masuk dalam lingkaran kekuasaan.

Orang-orang atau para loyalis yang diselundupkan masuk
dalam jajaran birokrasi pemerintahan atau membiayai seseorang
menjadi legislatif, setidaknya diharapkan menjadi agen patronase
bisnis dan politik bagi kepentingan oligark Kekuatan oligark
lokal dan pusat telah menyeret proses demokrasi ke wilayah
kepentingan oligark.

Hal ini senada dengan ucapan Noreena Hertz (2011) dalam
buku The Silent Take Over, bahwa demokrasi telah dibajak oleh
kekuatan modal atau pasar. Pembajakan seperti ini kata Hertz
biasanya dilakukan oleh kelompok status quo (anti perubahan),
yang menghendaki bertahannya suatu kekuasaan dan ke
kelompok-kelompok yang membawa kepentingan ekonomi dan
politik.

Mentalitas seperti ini adalah refleksi dari mentalitas
penguasa Orde Baru yang berusaha melanggengkan patronase
politik dan ekonomi dalam genggaman segelintir orang.

Proses demokrasi telah terkontaminasi oleh kelompok
oligarki dan mendikte kebijakan penguasa lokal atau pusat
dengan kekuatan modal dan memposisikan penguasa sebagai
klien (client) dan Oligark (pengusaha) sebagai patron. Sebuah
fakta paradoks di era transisi demokrasi.
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Konsolidasi demokrasi yang compang camping ini,
walaupuninstitusi kekuasaan telah mengalamiperubahan, namun
perubahan itu tidak diiringi oleh perubahan perilaku aktor politik
yang masih bermental oligarki-predatoris. Oleh kerena itu, tidak
aneh bila arah demokrasi menjadi oligarkis yang dikendalikan
para aktor bisnis.

Seiring perjalanan demokrasi, kelompok oligark semakin
terdesentralisasi ke level lokal. Fakta ini semakin memperjelas
bahwa demokrasi oligarki semakin berkembang pasca peme-
rintahan Orde Baru. Demokrasi lokal telah dimanfaatkan oleh
kelompok oligark membangun patronase politik dan bisnis.

Sengkarut landscap demokrasi saat ini, salah satu faktornya
adalah karena mentalitas para elite politik masih bermental
oligarki- predatoris karena desain demokrasi yang dibangun telah
melegalkan praktek demokrasi oligarki. (Aspinall, 2010 dan Hafiz,
2011).

Sebagai leading argument untuk menjelaskan perilaku
oligark-pradatoris yang terdesentralisasi di level lokal setidaknya
dapat dijelaskan, antara lain: Pertama, penguasaan sumberdaya
ekonomi (bisnis) dan politik saat ini relatif masih sama dengan
mentalitas elite Orde Baru yaitu mentalitas keserakahan (pre-
datoris).

Kedua, pola relasi kuasa, baik lokal atau pusat sama-sama
berwatak oligarkis-predatoris. Ketiga, para oligark- predatoris
pola pendekatan yang digunakan adalah menggunakan institusi
kekuasaan dan birokrasi pemerintah. Perpaduan ketiga pola itu
kemudian membentuk kontinuitas pola warisan Orde Baru dan
berkolaborasi dalan jaringan bisnis dan politik.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), sebagai salah satu
arena ditengah kontestasi demokrasi yang berbiaya mahal, telah
mengudang intervensi modal atau kelompok bisnis, baik sebagai
kandidat atau sebagai donator politik (Political broker). Kandidat
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yang terpilih akan memberikan konsesi politik dan ekonomi
sebagai politik balas jasa melalui pemberian proyek-proyek
infrasturktur, proteksi kebijakan, dan lesensi pe nguasaan sumber
daya alam (Aspinall dan Uhaib,. 2013 dan 2014, Hidayat, 2006).

Mengamati dinamika politik lokal bukan dalam konteks
pengelolaan sumber daya alam, baik sebelum dan setelah Pilkada,
bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, justru tidak
memberikan kontribusi signifikan bagi membangun ekonomi dan
infrastruktrur lainnya bila dibandingkan kerusakan lingkungan
dan hilangnya lahan-lahan warga lokal.

Pembajakan sumber daya alam oleh para oligark bisnis
salah satu dampak dari keterlibatan pengusaha dalam kon-
testasi demokrasi dan sumber daya alam menjadi instrumen
persekongkolan bisnis dan politik.

Di tengah kapitalisasi demokrasi atau pasar gelap demo-
krasi, keterlibatan sejumlah pengusaha tambang yang mengatur
irama permainan politik lokal, semakin menjadikan pasar
demokrasi bernilai mahal dan pragmatis. Oleh karena itu, pasca
Pilkada para oligark-predatoris tambang mereposisi diri masuk
dalam lingkaran patronase penguasa yang terpilih dalam Pilkada
dan menyandera kekuasaan.

Semoga refleksi pemikiran ini menjadi medan bagi
para akademik bagaimana menggunakan perspektif ini dalam
membaca dinamika politik lokal di Kalimantan Selatan dalam
kontestasi elektoral 2020 ini.

Pengamat Politik: Kepala Daerah Tidak Pro Rakyat, Jadi
Kacung Pengusaha

Pengamat Politik Universitas Islam Kalimantan (Uniska)
Muhammad Uhaib As'’ad menyatakan proses demokrasi di
Indonesia pasca reformasi sampai saat ini masih tersandera
kekuatan uang.
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Konsekuensinya, kepala daerah hasil Pilkada selama ini
hanya jadi pembantu atau ‘kacung’ para kelompok oligarki di
tingkat lokal maupun nasional.

Uhaib menyatakan tak menutup kemungkinan para kepala
daerah di Pilkada serentak turut memiliki karakter yang sama.

“Sebetulnya kepala daerah yang elected di dalam Pilkada
ini, sebetulnya mereka hanya wayang, kacung, yang dikendalikan
oleh local oligarchy atau national oligarchy,’ kata Uhaib dalam
webinar yang digelar oleh Komnas HAM, Rabu (29/8).

Menurut Uhaib, tingginya ongkos bagi setiap kandidat
untuk mengikuti pemilihan umum jadi salah satu indikasi demo-
krasi telah tersandera kekuatan modal.

Dengan ongkos yang tinggi, menurut dia, hanya orang
atau lembaga dengan kekuatan modal yang besar yang bisa ikut
berkompetisi. Demokrasi tak merembes hingga akar rumput,
dimana setiap orang bisa mencalonkan diri meski tak didukung
kekuatan uang.

Kondisi tersebut jadi ruang bagi kekuatan oligarki meng-
kooptasi demokrasi di Indonesia.

“Karena mereka punya kekuatan modal besar,” kata Uhaib.

Segelintir oligarki ini datang memberikan modal besar bagi
kandidat yang ia jagokan di ajang Pilkada. Dengan itu, praktik
politik uang pun terbuka lebar.

Mereka yang memiliki uang kemudian mencoba membeli
suara rakyat dengan uang-uangnya.

“Pemilik modal itu bisa saja tidak jadi calon, tapi dia
mengaturiramapermainan politik lokal. Kayak pemilik kesebelasan
sepak bola aja. Dia tidak perlu jadi pemain, tapi dia beli pemain
top dunia, dia bayar dan dia rancang jadi kekuatan raksasa,” kata
dia.
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Ketergantungan para kandidat terhadap sumber keuangan
dari segelintir oligarki berimbas pada kebijakan-kebijakan yang
akan dikeluarkan setelah terpilih.

Uhaib menyebut dengan ketergantungan itu, para kepala
daerah terpilih hampir bisa dipastikan tak akan berpihak kepada
rakyat.Kepaladaerahitu, katadia, pastiberpihak pada kepentingan
oligarki sebagai timbal balik konsesi yang sudah dikeluarkan saat
Pilkada digelar.

la mencontohkan daerah-daerah yang kaya sumber daya
alam. Di daerah-daerah tersebut, tak sedikit kepala daerahnya
memberikan konsesi lahan tambang kepada para pengusaha
besar.

Uhaib menduga pengusaha-pengusaha itu mendapat
konsesi lahan tambang karena menjadi sponsor kampanye
pilkada kepala daerah tersebut.

“Mereka [kepala daerah] jadi seperti judul lagu, ‘separuh
jiwaku pergi’. Ya karena mereka didikte agar kebijakan yang
dibuat berpihak pada kepentingan kelompok-kelompok yang jadi
bandar dalam Pillkada,” kata dia.

Kondisidemikian perlahan mengikis daya tawar pemerintah
dan negara di hadapan para oligarki. Status pemerintah pelan-
pelan berubah dari penguasa dan pelayan rakyat menjadi ‘klien’
pengusaha. Sebaliknya, para oligarki kini berstatus sebagai
penguasa di daerah karena mampu mengendalikan pemerintah.

“Negara sekarang udah jadi client, bukan patron. negara
tersandera kekuatan politik pemilik modal,” kata dia.

Oligarki Mengancam HAM Warga Negara

Kabar Latuharhary - Praktek oligarki dalam politik di
Indonesia mengancam Hak Asasi Manusia (HAM) warga negara.
Secara tidak langsung, praktek oligarki menimbulkan banyak
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permasalahan HAM di berbagai daerah, salah satunya akan
berdampak pada pelayanan publik.

Amiruddin, Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM menyam-
paikan hal itu saat menjadi narasumber dalam Focus Group
Discussion (FGD) bertajuk “Oligarki dalam Pelaksanaan Pilkada di
Indonesia” melalui aplikasi Zoom, Rabu (29/07/20). Menurutnya
pelayanan publik adalah upaya Negara untuk memenubhi
HAM warganya, namun dengan adanya praktek oligarki maka
pelayanan tersebut akan mudah terpinggirkan oleh kepentingan-
kepentingan partai penguasa.

“Kalau proses politik sudah dipengaruhi secara oligarki,
maka hasil kerjanya pun hanya untuk oligarch dan kelompok
oligarkinya saja, sehingga tidak akan ramah HAM’, ucap Amiruddin.

Seperti yang kita ketahui, partai politik di Indonesia
sebagian besar adalah partai keluarga dan partai yang dimiliki oleh
seseorang atau kelompok tertentu yang memiliki kuasa secara
finansial maupun politik. Partai yang seharusnya menyalurkan
aspirasi rakyat tetapi justru sibuk mengembangkan kaki-kaki
oligarkinya.

Pilkada serentak yang akan dilakukan di beberapa daerah
di Indonesia pada Desember 2020 menjadi perhatian Komnas
HAM. Pada lingkaran oligarki, apabila pemenang Pilkada adalah
para oligarch, maka pemenuhan dan perlindungan HAM terancam
diabaikan demi memperkuat dinasti politiknya.

Hasil dari proses politik akan berkonsekuensi kepada HAM
karena Kepala Daerah terpilih tersebut yang akan mempengarubhi
kebijakan di level Pemerintah Daerah. “HAM akan terancam
jika oligarki masih berkembang dalam proses pemilihan kita
khususnya pemilihan Kepala Daerah karena ujung tombak dalam
pemenuhan HAM," ujar Amiruddin.
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Hairansyah, Komisioner Mediasi Komnas HAM sekaligus
sebagai Ketua Tim Pemantauan Pemilu Daerah 2020 hasil
bentukan Paripurna hadir dalam diskusi ini. Dia mengibaratkan
regulasi di Indonesia bagai buah simalakama. “Regulasi dibuat
oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) yang notabene terdiri dari
partai-partai politik”, imbuhnya.

Pernyataan menohok pun terlontar dari Dr. Muhammad
Uhaib As'ad, seorang pengamat politik dan kebijakan publik dari
UNISKA Banjarmasin. “Demokrasi pesta rakyat itu bohong, pesta
rakyat terjadi hanya lima menit di dalam kotak suara’, ujarnya.

Uhaib berpendapatjika oligarkisangatmendominasidalam
sistem politik Indonesia, terutama dalam Pilkada. Para oligarch
yang menjadi otak bermain di balik layar dengan mengusung
para calon Kepala Daerah yang dapat diatur untuk memenuhi
keinginannya. Oligarki menjadi pasar gelap karena hanya orang
bermodal besar yang bisa berkontestasi di Pilkada.

“Bandar politik menjadi pengendara tanpa memperdulikan
HAM masyarakat dan sekedar untuk panggung politik’, lanjut
Uhaib.

Pada penghujung FGD, Amiruddin mengajak masyarakat
sebagai pemilih untuk “melek politik” dan meperhitungkan HAM
mereka dalam lima tahun ke depan. Pemikiran mencoblos jika
ada uang harus dibuang jauh-jauh karena pilihan satu orang
akan mempengaruhi nasib ratusan juta orang lainnya. “Jika warga
Indonesia mau HAM-nya terlindungi, maka jangan memilih calon-
calon yang berasal dari proksi oligarki’, pungkas Amiruddin.]
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Jejak Demokrasi Menggerogoti
Negeri

INDONESIA merupakan salah satu negara penganut
sistem demokrasi di dunia. Menurut Abraham Lincoln demokrasi
merupakan sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari
rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam sistem ini rakyat
diizinkan untuk memilih langsung perwakilan mereka dalam
membentuk badan pemerintahan.

Salah satu praktek demokrasi yakni adanya pemilu dalam
pemilihan presiden, kepala daerah dan wakil-wakil rakyat di pusat
dan daerah. Dalam pemilu ini rakyat punya hak memilih siapa
saja calon yang mereka anggap mampu untuk memimpin dan
mewakili suara mereka.

Hanya saja pada prakteknya pelaksanaan pemilu ini
telah jauh melenceng dari hakikat sebenarnya. Banyak fakta
menunjukkan bahwa sistem pemilu ini hanyalah sebagai ajang
jual beli suara rakyat.

Dikutip dari laman www.mediaindonesia.com (3/7/2020)
diberitakan bahwa praktik oligarki dapat mencederai demokrasi
dan merugikan masyarakat. Pada pemilihan kepala daerah
(pilkada), mereka yang punya kekuasaan dan modal besar dapat
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menjadi sponsor bagi para kandidat. Akibatnya, calon yang
terpilih dalam kontestasi cenderung mengambil kebijakan yang
menguntungkan kelompok elite dan mengabaikan hak asasi
manusia (HAM). Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Eksternal
Komnas HAM Amiruddin dalam satu webinar di Jakarta.

Lebih lanjut, kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Firman Noor
mengatakan biaya politik yang mahal untuk menjadi calon kepala
daerah membuat praktik oligarki kian menguat. Calon bupati dan
wali kota membutuhkan Rp20 miliar-Rp30 miliar untuk bisa ikut
dalam pemilu. Biaya tersebut untuk beli perahu partai, konsolidasi,
dan pemenangan.

Sementara itu, pengamat politik dan kebijakan publik
Uniska Banjarmasin, Muhammad Uhaib As'ad, mengungkapkan
bahwa praktik oligarki terjadi di banyak wilayah di Indonesia.
“para pengusaha izin usaha tambang dan konsesi perkebunan,
menjadi sponsor dalam kontestasi politik lokal” Hal ini tak ayal
menimbulkan korporatokrasi, yakni perselingkuhan antara
penguasa dengan pengusaha.

Demokrasi Kian Menggerogoti Negeri

Fakta diatas merupakan gambaran rapuhnya pelaksanaan
sistem demokrasi saat ini. Secara lahirnya memang sistem ini
mudah sekali jatuh karena aturannya hasil buatan manusia. Semua
produk hukumnya adalah hasil karya akal manusia. Sebaliknya
aturan Allah sebagai pencipta langit dan bumi tak dipakai dalam
sistem ini. Padahal kita tahu bahwa aturan yang dibuat manusia
tak akan mampu ciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan.
Apalagi sistem ini lahir dari ideologi kapitalisme yang berhamba
pada materi dan keuntungan.

Memang kapitalisme memakai azas manfaat, semua hal
akan dilakukan asalkan ada untungnya. Tak peduli itu melanggar
HAM ataupun mereka langgar norma agama. Proses pemilu

54 | Dr. Muhammad Uhaib As’ad, M.Si.



Tambang dan Pilkada: Arena Perselingkuhan Politik Bisnis Aktor Lokal

adalah bukti nyata berlakunya azas manfaat ini. Pemilik modal
akan memberikan subsidi bagi para calon dalam kontestasi
politik. Kelak jika calon tersebut berhasil lolos menjadi pejabat,
tentu akan ada balas jasa dari subsidi yang diterima.

Ditambah lagi, praktek balas budi ini akan berlanjut
pada taraf pengambilan keputusan dan kebijakan. Kelak akan
lahir sejumlah aturan yang justru akan menguntungkan para
pengusaha, sementara kepentingan rakyat yang memilihnya
disingkirkan. Telah banyak aturan dan kebijakan yang lahir yang
memihak para pengusaha. Alhasil, para pemilik modal leluasa
mengeruk kekayaan negeri ini. Sementara rakyat yang telah
memilihnya saat pemilu dibiarkan hidup sengsara. Inilah praktek
yang melanggar HAM demi kepuasan nafsu penguasa dan
pengusaha tadi.

Hingga kini cukup banyak praktik demokrasi yang kian
membahayakan negeri. Ibarat bibit penyakit, praktik tersebut kian
hari bertambah parah. Berikut ini beberapa contoh pelaksanaan
demokrasi yang menggerogoti negeri :

Pertama, demokrasi sangat dekat dengan money politics.
Sudah jadi rahasia umum bahwa tiap pemilihan kepala daerah,
anggota legislatif, bahkan pemilihan kepala desa pun tak luput
dari aktifitas ini. Hingga terjadi jual beli suara, ketika terpilih bukan
melayani kebutuhan rakyat. Tapi mengurusi cara mengembalikan
modal yang keluar saat pemilu.

Kedua, akibat dari money politics tadi, tak sedikit kepala
daerah dan anggota legislatif yang tersandung kasus korupsi. Kita
melihat korupsi telah merajalela dalam setiap sendi kehidupan.
Sepertinya praktik ini sulit dihapuskan, karena masyarakat telah
dibiasakan dengan aneka saweran untuk memuluskan suatu
urusan.

Ketiga demokrasi menyuburkan praktik oligarki. Oligarki
berasal dari bahasa Yunani, oligon sedikit dan arkho memerintah.
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Artinya pucuk kepemimpinan hanya dikuasai oleh kalangan
elit dan berduit. Akibat mahalnya biaya demokrasi, yang bisa
mencalonkan diri dalam perhelatan demokrasi (pemilu) hanyalah
yang punya modal besar. Tak ayal, banyak anak pejabat yang ikut
pencalonan kepala daerah, karena mereka punya modal dan
kekuasaan. Tentu yang tak punya modal besar, bersiap saja untuk
kalah dalam pemilihan.

Keempat, demokrasi lahirkan sistem birokrasi yang yang
bercampur politics (birokrasi politics). Semua urusan ditimbang
darisegiuntungdanrugiterhadap pemungutan suara.Pendukung
dan simpatisan parpol yang berkuasa saat itu akan dimudahkan
urusannya. Yang bukan pendukung justru sebaliknya.

Kelima, demokrasi lahirkan para buzzer politics untuk
membuat opini mendukung pihak penguasa. Segala media
dioptimalkan demi mencapai tujuan politiknya. Pemutar balikan
fakta kerap terjadi, yang benar jadi salah. Yang salah maka
sebaliknya, dianggap kebenaran. Telah kita lihat saat ini, banyak
terjadi pembungkapan terhadap penyeru kebaikan. Persekusi
terhadap pembela kebenaran semakin nyata didepan mata.

Jika praktek demokrasi diatas masih berlaku di negeri ini,
maka bersiaplah menghadapi kehancuran. Untuk itu kita harus
mencari obatnya jika masih cinta dengan negeri ini. Satu-satunya
jalan yakni kembali pada pada ajaran islam.

Ajaran Islam, Kalahkan Demokrasi

Sistem demokrasi telah menyalahi aturan islam sebab
menjadikan manusia sebagai pembuat hukum dimuka bumi.
Sejatinya manusia tak perlu membuat hukum sendiri, karena
semua hukum terkait kehidupan manusia sudah Allah jelaskan
dalam Alquran dan hadist nabi.

Maka, apa salahnya jika kita kembali pada aturan sang
pencipta jagad raya ini. Sebuah aturan yang dulunya telah
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mengantarkanislam menjadi pusat peradaban dunia.Bukan hanya
sebentar, tapi mampu bertahan hingga 1300 tahun lamanya.
Maka dari itu, cukuplah aturan Allah saja yang diterapkan dimuka
bumi, jika ingin kesejahteraan dan kemakmuran bagi negeri ini.
Wallahu alam bisshowab.[]
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Aktor Politik dan Perebutan
Hegemoni Sumber Daya 1 okal

MEMAHAMIkonstruksidinamika politiklokal (understanding
the dynamic of local politics) Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam
konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sesungguhnya bukan
sebatas ritual demokrasi semata.

AKAN tetapi sejauh yang dapat kita dipahami melalui
pendekatan analisa sosio-politik dan ekonomi politik adalah
sebuah pertarungan antar aktor politik dan oligarki lokal.
Mengapa demikian? Para aktor atau oligarki lokal memiliki struktur
hegemoni dan mengintervensi desain perpolitikan lokal di Kalsel.

Struktur hegemoni itu dapat dilihat dari keberadaan
partai politik (parpol) yang dikuasai oleh pemilik modal atau
berlatar belakang sebagai penguasa tambang. Oleh karena itu
memperdebatkan kebeadaan partai politik di era demokratisasi
semua ini menjadi perdebatan akademik yang selalu menarik.

Secara ideal, keberadaan partai politik seperti dikemukan
Robert Dahl, fungsinya adalah menjadi instrumen komunikasi
politik dan membangun partisipasi politik warga. Namun faktanya,
partai politik selama ini seperti ditulis oleh Bonafasius Hargens
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(2020) dalam Oligarchic Cartelization in Post-Suharto Indonesian,
keberadaan partai politik sudah menjelma menjadi kartelisasi
oligarki (oligarchic cartelization). Inilah realitas instrumen
demokrasi yang tidak terhindari di era demokratisasi kapitalistik
saat.

Tulisan Bonifasius Hargens ini memberikan konfirmasi
teoritik dalam memahami realitas partai politik yang ada di Kalsel.
Suaturealitas dimana partai politik dikuasaioleh pemilik modal dan
kartelistik. Lebih jauh lagi, selain partai politik bercorak kartellistik,
juga menjadi instrumen penguatan politik famili, menumbuh
suburkan praktek oligarki dan melestarikan feodalisme politik.

Struktur politik dan desain feodalisme politik semakin
menjauhkan kualitas demokrasi dalam kontestas politik yang
akan datang. Produk Pilkada serentak akan tetap melahirkan
demokrasi paradoks yang akan menjawab kegelisahan rakyat di
tengah realitas ekonomi dan politik yang semakin jauh dari cita-
cita reformasi. Yaitu mimpi dan cita-cita bersama untuk sistem
sosial, ekonomi, dan politik yang adil dan bermartabat bagi anak
negeri ini.

Pertanyaan krusialnya adalah: apakah Pilkada serentak
itu akan melahirkan pemimpin di masing-masing daerah bisa
menjawab kegelisahan terstruktur itu?

Bila kita sedikit mau merenung, berkontempelasi, dan
merekonstruksi imaginary order-order kita, bila realitas sistem
politik, menguatnya kartelisasi partai politik, feodalisme politik,
serta masifnya perilaku pemburu rente para elite politik dan
penguasa saat, Pilkada justru hanya melahirkan penguasa baru
yang melanggengkan demokrasi oligarki dan persekongkolan
jahat antara penguasa dan modal.

Inilah lingkaran setan demokrasi bila proses proses demo-
krasi dibangun atas dasar kuasa uang ketimbang membangun
demokrasi atas dasar kekuatan moralitas politik (political morality).

Dr. Muhammad Uhaib As’ad, M.Si. | 59



Tambang dan Pilkada: Arena Perselingkuhan Politik Bisnis Aktor Lokal

Pilkada sejatinya menghadirkan pemimpin yang memiliki
kemampuan menterjemahkan dan memahami kegelisahan rakyat
ditengah kesulitan ekonomi dan susahnya mencarilapangan kerja
bagi rakyat.

Ini adalah janji suci para penguasa daerah yang berlaga
dalam Pilkada. Pilkada jangan sampai menjadi melahirkan
penguasa demagog, monster, perampok, predator. Yaitu penguasa
yang menyalahkan kekuasaan (abuse of power) dan mengabdi
kepada pemilik modal atau deviden politik.

Sejumlah riset saya lakukan beberapa tahun terkait
dinamik politik lokal, relasi bisnis dan politik, korupsi pengelolaan
sumber daya tambang, tambang dan pilkada, politik famili,
memperlihatkan korelasi signifikan adanya struktur jaringan kuat
tebangun antara politisi dan pebisnis.

Kuatnya relasi antara politisi dan pebisnis ini telah ber-
dampak pada spektrum ekonomi dan politik. Politisi (penguasa
daerah) dan pebisnis (pemilik) saling menyendera, saling
mempersatukan kekuasaan (trading influence) untuk menguasai
sumber daya ekonomi lokal dan politik.

Pilkada di Kalimantan Selatan, juga dapat dimaknai lebih
dalam sebagai arena peternakan politik dan kekuasaan (political
farming and power farming). Suka atau tidak suka, inilah empirical
evidence yang kita pahami political landscap di Kalimantan
Selatan.

Argumentasi Henrik Enroth, (2017, dalam Cartelization
versus Representation). Selama aktor politik dan partai politik tidak
memahami fungsinya sebagai entitas yang memilik fungsi dan
peran strategi membangun demokrasi, maka demokrasi akan
terperangkap ke dalam cartel dan oligarki.

Konstatasi teoritik ini mengingatkan kita bahwa se-
sungguhnya proses demokrasi, lingkungan politik, perilaku aktor
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dan partai politik sangat menentukan warna demokrasi, yaitu
demokrasi berkualitas dan bermartabat.

Pemahaman kita selama ini, ada kesan bahwa proses
demokrasi atau dari Pilkada ke Pilkada tidak lebih sekedar
formalitas yang diwarnai hiruk-pikuk dan sejauh dari nilai kualitas
dan substansi.

Partisipasi politik warga sekedar dimaknai dalam pemakna-
an sempit. Yaitu warga datang berbondong-bondong datang ke
Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kedatangan warga ke TPS bisa
saja tanpa adanya pemaknaan yang jelas kenapa harus ke TPS
untuk bersedekah suara. Kehadiran warga ke TPS bisa saja karena
karena dorongan atau faktor ideologis atau fragmatisme ekonomi.

Seperti yang ditulis Burhanuddin Muhtadi, (2020), dan
Puadi, (2020), dan sejumlah penulisan lannya menjelaskan bahwa
proses demokrasi (Pilkada) masih dominan permainan politik
uang (money politics), jual beli suara (vote buying).

Pertanyaannya adalah; apakah warga yang datang ke
TPS itu pemilih ideologis atau pragmatis? Sejumlah penelitian
memperlihatkan bahwa Kalimantan Selatan dalam beberapa
Pilkada masih terpapar politik uang. Oleh karena itu tidak aneh
bila para calon kepala daerah yang bertarung pada Pilakda
adalah orang-orang yang berlatar belakang sebagai pengusaha
tambang atau calon kepala daerah yang memilik jaringan dengan
pengusaha tambang.

Untuk kasus fenomenal, sebagai laboratorium memahami
demokrasi politik lokal mengenai relasi bisnis dan politik, Pilkada
Tanah Bumbu lebih interinsting untuk dikaji dan diteliti lebih
mendalam. Diakui atau tidak bahwa di balik Pilkada Tanah Bumbu
adalah sesungguhnya pertarungan antar aktor bisnis.

Sekali lagi, bagi saya Pilkada Tanah Bumbu jauh lebih
menarik diamati, diteliti secara akademik dalam perspektif
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ekonomi politik dan pola relasi antar aktor. Inilah pertarungan
yang sesungguhnya di Octagon Pilkada.

Pilkada Tanah Bumbu bukan sekadar mementaskan proses
demokrasi, tapi lebih dan lebih dalam dari itu semua adalah
pertarungan para aktor bisnis. Arena adu gengsi para bos lokal.
Arena mempertaruhkan hegemoni penguasaan wilayah sumber
daya ekonomi dan politik.

Karenanya, pada akhirnya apa yang diteorikan oleh
Professor Mancure Olson yang terkenal dengan teorinya roving
bandit dan stationary bandit, yaitu teori menjelaskan para aktor
yang membangun hegomoni penguasaan sumber daya ekonomi
dalam suatu wilayah. Dengan demikian, Pilkada menjadi arena
legal yang bisa digunakan oleh aktor bisnis dan menseponsori
Pilkada. Pada akhirnya, tebangun patron-klien atau patronase
bisnis san politik.[]
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Pemerintahan Bayangan, Aktor Lokal
dan Arena Pilkada

KALIMANTAN Selatan sebagai daerah yang kaya
sumber daya alam khususnya sektor pertambangan menjadi
arena persekongkolan membangun jaringan bisnis politik
antara penguasa daerah dengan pengusaha tambang. Terkait
hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah
menempatkan sektor pertambangan batubara sebagai andalan
utama dalam pembangunan ekonomidaerah. Eksploitasiterhadap
pertambangan batubara di Kalimantan Selatan dilakukan oleh
beberapa perusahaan besar, menengah,dan skala kecil (koperasi)
serta perorangan.

Perusahaan pertambangan batubara terdiri dari peru-
sahaan pemegang izin PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara) dan perusahaan atau koperasi peme-
gang izin, kuasa pertambangan (KP), pengelola pelabuhan, para
trader, dan eksportir.

Eksploitasi pertambangan batubara di Kalimantan Selatan
dalam trend kapitalis global (investor asing), kapitalis nasional,
dan kapitalis lokal memiliki nilai strategis yang menggiurkan
untuk menguasai ekonomi pertambangan. Oleh karena itu, bisa
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dipahami posisi Kalimantan Selatan sebagai penghasil tambang
batubara terbesar kedua setelah Kalimantan Timur menjadi
arena perebutan aktivitas ekonomi oleh sejumlah perusahaan
pertambangan lokal, nasional, maupun investor asing.

Sampai saat ini, walaupun aktivitas pertambangan
batubara telah berlangusung selama puluhan tahun ternyata
belum memberikan dampak ekonomi secara signifikan bagi
rakyat Kalimantan Selatan. Aktivitas ekonomi pertambangan
batubara lebih banyak dinikmati oleh para aktor, baik aktor lokal
maupun aktor yang berada di pusat di Jakarta yang memiliki
jaringan bisnis dengan aktor yang ada di Kalimantan Selatan.
Aktivitas pertambangan batubara tidak hanya dilihat dalam
perspektif aktivitas ekonomi, akan tetapi juga dalam konteks
jaringan bisnis politik. Bila diamati, aktivitas pertambangan
batubara di Kalimantan Selatan menjadi instrumen membangun
jaringan bisnis politik (business politic network) dalam landscape
Kalimantan Selatan.

Para aktor berlomba-lomba mereposisi diri masuk
dalam lingkaran kekuasaan, misalnya menjadi tim sukses atau
sponsor dana politik dalam proses Pilkada. Proses Pilkada yang
diwarnai praktik persekongkolan politik dan bisnis, jika dalam
penyelenggaraan pemerintahan pasca Pilkada, Kepala Daerah
yang terpilih akan lebih memberikan loyalitasnya kepada para
klien politik (political client) dan klien bisnisnya (business client) dari
pada (konstituen). Proses Pilkada di era kapitalisasi politik berkaitan
erat dengan biaya politik. Pada perkembangan selanjutnya para
pemilik modal (pengusaha tambang) akan berperan sebagai
pemerintah bayangan (shadow government) dalam terminologi
Barbara White (1984) atau bos lokal (local bossism) dalam
terminologi John T Sidel (1999) Pemerintah bayangan dan bos
lokal akan mengendalikan serta mendikte kebijakan pemerintah
(bupati atau gubernur), khususnya kebijakan yang terkait dalam
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pengelolaan pertambangan dan menyandera institusi kekuasaan
dan penguasa daerah. Hal ini terjadi karena penguasa daerah yang
terpilih dalam proses pemilihan kepala daerah, para pengusaha
tambang memiliki andil besar dalam hal dukungan dana
(suppoting financial) untuk memenangkan sang calon penguasa
dalam proses Pilkada. Di tengah kapitalisasi pasar demokrasi,
keterlibatan sejumlah pengusaha tambang yang menjadi calon
kepala daerah semakin menjadikan pasar demokrasi semakin
terbuka dan bernilai mahal di tengah pragmatisme politik rakyat.
Pada kasus pilkada di beberapa daerah di Kalimantan Selatan, isu
pilkada dan konsesi pertambangan sangat erat hubungannya
sebagai bentuk relasi kuasa dan sekaligus menjadi political
marketing dan strategi untuk memenangkan salah satu kandidat
kepala daerah.

Di tengah jaringan bisnis politik, posisi partai politik di
Kalimantan Selatanlebihbanyakdikendalikanoleh parapengusaha
tambang. Logikanya adalah bahwa dengan mengendalikan partai
politik sebagai ketua atau memiliki posisi strategis di partai secara
otomatis akan memiliki posisi tawar secara politik dalam proses
landscape politik, khususnya dalam Pilkada. Para pengusaha
tambang batubara telah menjadikan institusi partai politik
sebagai strategi membangun relasi kuasa ekonomi dan politik di
antara para aktor lokal dan pusat. Di era pemerintahan Orde Baru,
Partai Golkar mendominasi jagat politik di negeri ini. Pada pasca
rezim Orde Baru Partai Golkar tidak lagi menjadi kekuatan tunggal
atau dominan dalam membangun struktur kekuasaan, akan tetapi
telah terfregmentasi melalui berbagai kekuatan Partai Politik
dalam membangun struktur kekuasaan politik pada level nasional
maupun lokal. Oleh karena itu, pada kasus di Kalimantan Selatan,
beberapa pengusaha tambang menguasai posisi-posisi strategis
dalam partai. Dengan menguasai partai, maka oligarki lokal akan
semakin terstruktur karena telah menjadikan partai sebagai kartel
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atau lembaga korporasi ketimbang menjadi katalisator politik
rakyat. Oleh karena itu para pengusaha tambang yang bermodal
besar dan memiliki sejumlah perusahaan tambang, demikian pula
para pensiunan birokrat (bupati dan gubernur) yang memiliki
modal besar, berlomba-lomba memperebutkan posisi strategis
dalam partai politik atau menjadi ketua dari salah satu partai
politik. Dengan menguasai lembaga demokrasi akan memiliki
nilai strategis dan potition bargaining bagi para kadidat pejabat
publik, baik dari segi kekuatan dana maupun dari segi nilai politik.

Pada pasca Pilkada, isu tentang kebijakan pertambangan
batubara menjadi arena patronase dan transaksional untuk
kepentingan ekonomi dan politik. Oleh karena jaringan bisnis
tambang hanya akan berputar di sekitar orang-orang yang telah
berhasil masuk dalam jaringan kekuasaan dan membentuk
business-client di bawah proteksi kekuasaan pejabat publik
(bupati atau gubernur) yang terpilih dalam proses pilkada. Para
aktor yang bermain dalam arena industri petambangan adalah
orang-orang yang lahir sebagai business client, yang dipelihara
dan dibesarkan oleh penguasa daerah yang telah memainkan
permainan untuk berkonstribusi dalam proses pilkada. Para aktor
ini berusaha membangun relasi kuasa dengan lembaga legislatif
dan pemerintah untuk mendapatkan dukungan kebijakan melalui
pembuatan sejumlah peraturan daerah (Perda) yang berkaitan
dengan kebijakan pengelolaan pertambangan. Sebagian orang
yang menjadi anggota legislatif adalah orang-orang yang memiliki
latar belakang pengusaha tambang.

Para anggota legislatif yang berlatar belakang tambang ini
memliki jaringan yang kuat dengan sejumlah perusahaan atau
pengusaha tambang. Konspirasi antara pengusaha tambang
dengan anggota legislatif yang berlatar pengusaha tambang
dan juga aparat birokrasi pemerintah telah menempatkan
pengusaha tambang sebagai local strongmen dalam bidang
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ekonomi telah mendikte kebijakan pemerintah. Oligarki ekonomi
pertambangan batubara dalam pengelolaan telah dibesakan oleh
proteksi kebijakan penguasa daerah sebaga business client. Para
business client ini adalah para loyalis penguasa daerah (bupati
dan gubernur) yang memiliki hubungan kepentingan bisnis
dan politik yang sebelumnya ikut bermain dalam arena pilkada.
Para pihak yang terlibat dalam arena pilkada pada akhirnya akan
tampil sebagai rent-seekers dalam pengelolaan pertambangan
atau mafia tambang. Pemberian izin usaha pertambangan (IUP)
yang akan lebih mudah diberikan bagi para business client sebagai
bentuk balas budi politik karena berhasil memenangkan pejabat
publik tersebut dalam pertarungan politik atau proses pilkada.

Salah satu strategi membangun jaringan di antara para
aktor untuk menguasai bisnis tambang, yaitu melalui arena
pilkada. Keterlibatan bos tambang dalam pilkada sebagai
bandar politik (political broker) atau penyuplai dana (supporting
financial), sebagai strategi membangun kroni bisnis dan politik
atau patronase dengan penguasa daerah. Pilkada sebaga proses
demokratisasi dalam landscape politik lokal di Kalimantan Selatan
isu pilkada dan tambang selalu muncul sebagai political marketing
atau arena persekongkolan ekonomi dan politik. Persekongkolan
ekonomi dan politik yang pada akhirnya melahirkan monopoli
pengelolaan tambang. Seperti diketahui Kalimantan Selatan
sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya tambang
batubara terbesar kedua di negeri ini setelah Kalimantan Timur,
para aktor lokal telah menjadikan tambang sebagai pusaran
persekongkolan di balik pilkada. Tambang telah masuk dalam
pusaran oligarki-predator lokal. Pada era Orde Baru berkuasa
pengelolaan tambang di dominasi oleh oligarki-predator pusat,
yaitu koroni bisnis Soeharto.[]
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Kutukan Demokrasi dan Politisasi
Kebencian

HIRUK-pikuk jagat perpolitikan nasional di tengah turbu-
lensi politik yang sarat caci maki dalam pertarungan perebutan
opini publik sudah sampai pada titik nadir kutukan demokrasi
yang membahayakan. Kutukan demokrasi itu hadir di tengah
pertempuran memperebutkan wacana publik (public discourse) di
saat medan tempur yang sarat kebencian dan memuakkan itu.

Alih-alih para aktor dan para oligarki mengedepankan
keadaban berpolitik, justru lebih mempertontonkan banalitas
politik dan kedunguan di tengah fragmentasi politik publik yang
semakin liar. Di tengah banalitas dan keliaran politik, massa
rakyat tidak bisa lagi dimobilisasi dan didikte seenaknya menurut
kehendak para elite politik yang sedang merebut simpatik suara
publik.

Pragmatisme politik membuat nilai suara publik saat ini
nyaris tidak lagi sebagai refleksi yang menggambarkan rasional
politik. Yang terjadi justru terbangun rasionalitas palsu di tengah
absurditas perebutan panggung politik.

Pesta sedekah suara publik pada pilkada mendatang,
publik pun tidak peduli bahwa suara itu mau jadi apa dan kemana

68 | Dr. Muhammad Uhaib As’ad, M.Si.



Tambang dan Pilkada: Arena Perselingkuhan Politik Bisnis Aktor Lokal

akhir ceritanya. Yang hadir dalam imajinasi sosiologi publik bahwa
inilah yang disebut pesta demokrasi yang menghabiskan puluhan
triliun duit negara.

Apatisme dan pragmatisme politik yang terstruktur dalam
imajinasi politik publik, sesungguhnya sebuah bentuk kegagalan
dalam membangun kecerdasan berdemokrasi setelah sekian lama
negeri ini berada dalam sangkar demokrasi otoriter Orde Baru.

Di tengah transisi demokrasi saat ini, panggung institusi
kekuasaan semakin menarik diperebutkan para politisi yang
memiliki kekuatan modal. Panggung demokrasi tersandera oleh
kuasa modal karena faktanya hanya orang-orang yang memiliki
modal besar yang berpeluang menguasai panggung demokrasi.
Inilah yang disebut kutukan demokrasi (democracy curse) yang
menjelma di tengah dahsyatnya turbulensi politik.

Pertanyaannya adalah, mengapa kutukan demokrasi itu
hadir? Mengapa politisasi kebencian dalam memperebutkan opini
publik itu menjadi iklan yang menarik? Memproduksi kebencian
dalam dunia politik bagi sebagian orang mungkin dianggap
hal yang biasa saja dan bahkan perlu dalam rivalitas kekuasaan.
Pemandangan seperti ini telah hadir dan menjadi tontonan sehari
hari bagi rakyat di negeri ini. Rakyat pun menjadi penikmat setia
dari perdebatan-perdebatan politik itu.

Bahkan bisa menjadi hiburan yang menarik. Di warung

kopi dan kerumunan rakyat, narasi-narasi politik keluar dari mulut
mereka dengan bangunan argumentasi rasional.

Mengapa mendukung Joko Widodo dan kenapa tidak
mendukung Prabowo, atau sebaliknya? Publik punya nalar politik
sendiri yang lahir secara natural sebagai hasil interakasi keseharian
para komunitas-komunitas (pedagang asongan, abang becak,
dan anak-anak jalanan) yang nyaris tidak pernah bersentuhan
atau tidak pernah didik oleh partai-partai politik yang ada.
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Ya, konstruksi sosial atau imajinasi sosio-politik itu lahir
secara natural karena partai politik tidak pernah memperlakukan
massa rakyat sebagai bagian dan kontruksi demokrasi. Absurditas
kontruksi demokrasi itu baru hadir di saat merindukan suara
rakyat untuk kepentingan caleg, pilbup, pilgub, dan pilpres saja.

Dalam sejarah Indonesia modern seperti ditulis Ben
Anderson, kekuatan rakyat selalu dihadirkan manakalah negara
itu memerlukan dukungan politik atau semangat nasionalisme
rakyat dan setelah itu rakyat ditinggal pergi.

Selanjutnya, para demagog penguasa akan berpesta
pora dalam sangkar kekuasaannya. Tidak aneh, bila sinisme
publik muncul ketika para demagog menyampaikan titah-titah
politiknya di ruang publik. Perebutan ruang publik telah penuh
sesak dengan bungkus janji-janji politik. Janji-janji politik telah
memuakan nurani publik.

Nurani publik sudah terasah, mana narasi omong kosong
dan mana pembual. Alih-alih mewakili kepentingan publik,
partai politik telah menjadi kartel, arena pesekongkolan para
demagog yang haus kuasa. Partai politik yang sejatinya menjadi
instrumen demokrasi justru meredukasi substansi demokrasi
menjadi kutukan di negeri ini. Tengok saja, berapa banyak elite
partai terjerat kasus hukum dan menjadikan partai menjadi kuda
tunggangan sekadar berebut kuasa dan ekononi.[]
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Fokus Oligarki Mengancam
Demokrasi Indonesia

Oligarki Partai Politik Mengancam Demokrasi

OLIGARKI dimaknai sebagai kekuasaan politik yang
dipegang oleh sekelompok elit kecil dari masyarakat. Kenapa
dalam sistem demokrasi di Indonesia justru hidup semisal
pelemahan terhadap KPK oleh sebagian elit politik. Apa bedanya
dengan oligarki dalam Islam? sekelompok orang yang berkuasa
dalam Islam tetap adalah pelaksana hukum syariah, yang
mereka juga berjalan dalam pengawasan masyarakat. Jakarta
(antara news) anggota DPR RI Indra menilai oligarki politik dapat
mengancam sistem demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia
karena pemilik modal bisa memutarbalikkan fakta politik dan
pemalsuan informasi.la mengatakan, ada berbagai bentuk oligarki
kekuasaan baik di tingkat pusat maupun daerah. “berbagai isu
dan wacana yang timbul belakangan ini sudah mengkhawatirkan
dan mengancam demokrasi yang jadi cita cita reformasi,” ujar
Andre dalam keterangan tertulis, Rabu, 24 Maret 2021. Skor ter-
tinggi Indonesia tercatat pada 2015 (7,03) dan tahun 2019 turun
menjadi 6,48. dari skor 1 10, makin tinggi skornya, makin baik
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kualitasnya. Turunnya kualitas demokrasi Indonesia beberapa
tahun belakangan ini disebabkan oleh antara lain, pertama, ada
indikasi menguatnya oligarki. Kemudian, kemunduran demokrasi
di Indonesia juga disebabkan pendapat publik. Saat ini juga
terdapat kecenderungan illiberal dari publik Indonesia. semua
terjadi karena adanya polarisasi politik, dan kekhawatiran akan
kebangkitan radikalisme. publik nampak menyetujui pemilihan
pemimpin seagama dan menolak pemimpin beda agama.

Mulai dari revisi undang undang atau UU KPK, UU MK, UU
Minerba, hingga yang teranyar omnibus law UU Cipta Kerja. hal ini,
kata dia, mengancam keberlangsungan demokrasi di indonesia.
“dalam 20 terakhir, kita belum pernah mendapati ancaman
demokrasi yang lebih besar dari hari ini,” ujar Arif dalam sebuah
diskusi daring, Selasa, 20 Oktober 2020. Menguatnya konsolidasi
oligarki menjadi salah satu permasalahan bagi demokrasi
Indonesia. Tahun 2020 menjadi waktu yang berat bagi perbaikan
hukum dan tata kelola pemerintahan. Serangkaian langkah serta
kebijakan hukum pemerintah bersama dpr sejak akhir tahun 2019
hingga sekarang berhasil menuai kritik publik. Menurutnya, resesi
demokrasi sudah mengakibatkan tingginya biaya politik dan
semakin menjamurnya oligarki politik. Akibatnya Indonesia justru
terjebak dalam sistem demokrasi yang kurang bisa membawa
manfaat bagi kemajuan bersama. Analis politik exposit strategic,
Arif Susanto menilai, sumber ancaman demokrasi saat ini sudah
sangat beragam.

Manifestasi Oligarki Diyakini Menguat pada Pilkada 2020

Praktik oligarki dapat mencederai demokrasi dan mudarat
masyarakat. Pada pemilihan kepala wilayah (pilkada), mereka
yang punya kewenangan dan modal besar dapat menjelma
sponsor calon kepala daerah. Sehingga mereka yang terpilih
dalam kontestasi cenderung mengambil kebijakan yang hanya
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menguntungkan para elit tersebut dan mengabaikan hak asasi
pribadi (HAM).

Demikian hal yang muncul dalam webbinar bertajuk
“Oligarki di dalam Pilkada 2020"”yang digelar oleh Komisi Nasional
Hak Asasi Bani adam (Komnas HAM) di Jakarta, dalam Rabu (29/7).

“Proses politik yang dipengaruhi oleh praktik akan meng-
hasilkan orang yang bekerja untuk para elit (oligarkhi). Hasilnya,
akan ada pengabaian HAM masyarakat, ” ujar Pemangku Ketua
Eksternal Komnas HAM Amiruddin.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Awak Pembentukan
Paripurna Pemantauan Pemilu 2020 Daerah Hairansyah me-
ngatakan Komnas PEDOMAN menerima banyak laporan kasus
pelanggaran HAM yang melibatkan pemerintah kawasan seperti
kasus konflik agraria, pengusaan sumber daya alamn dan dunia
hidup, pengabaian hak masyarakat kebiasaan, dan perburuhan.

Menurutnya, proses pemilihan tepat kepala daerah sangat
menentukan penegakan HAM. Oleh karena itu, pada daerah
yang ada harus memiliki legitimasi yang kuat dari masyarajat dan
kecenderungan berpihak pada penegakan HAM.

Direktur Eksekutif Yayasan untuk Pemilu dan Demokrasi
(Perludem) Titi Anggraini yang juga menjadi panelis di diskusi
itu menjelaskan oligarki bakal semakin subur pada tiap pilkada.
Pasalnya, pada masa pandemi Covid-19, pencalonan kepala
daerah makin elitis dan tertutup. Selain itu aktvitas partai dikelola
jauh dari metode demokratis yang terbuka.

“Tiba-tiba kita disodorkan calon si A, si B, ada yang berposisi
masih jadi sekretaris daerah, “imbuhnya.

Menurutnya tersedia sejumlah hal yang berkontribusi
mendirikan regulasi semakin subur antara asing regulasi yang
didesain untuk lebih mempermudah masuknya oligarki seperti
ambang batas pencalonan kepala daerah makin tinggi. Di sisi lain,
calon syarat perseorangan semakin berat dan mahal
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Lalu, adanya eksklusivitas rekrutmen, yang mana pengam-
bilan keputusan untuk pencalonan kepala daerah ditentukan oleh
segelintir orang di partai politik, dan penegakan hukum pilkada
yang lemah.

Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI) Firman Noor, pada kesempatan yang sama
mengatakan biaya politik yang mahal untuk menjadi calon kepala
daerah antara lain biaya dukungan dari partai atau beli perahu,
konsolidasi, dan pemenangan.

“Tidak heran menjadi bupati dan wali kota membutuhkan
Rp20-30 miliar, " ucapnya.

Selain itu, politik kekayaan seperti vote buying (jual-beli)
perkataan, serangan fajar, termasuk mengebom utama wilayah
dengan kekuatan uang selalu kerap terjadi saat pilkada. Sehingga,
modus paktik oligarki terjadi pada hampir semua proses politik.

Pengamat Kebijakan dan Kebijakan Publik UNISKA
Banjarmasin, Kalimantan Selatan Muhammad Uhaib As'ad, pada
kesempatan itu menyampaikan manifestasi oligarki terjadi di
banyak wilayah di Indonesia tidak terkecuali di Kalimantan.

la mengungkapkan pengusaha yang punya kepentingan
atas sumber gaya alam atau izin usaha tambang dan konsesi
perkebunan, menjadi sponsor dalam kontestasi politik lokal.
Kekayaan, tuturnya, sangat dominan dalam metode demokrasi.
Adapun kepala daerah yang terpilih dari modal politik para elit
oligarki, mengembalikan uang tersebut.

“Maka terjadi perselingkungan antara pengusaha dan
kepala daerah. Baru-baru ini Bupati Kutai, Kalimantan Timur,
terciduk Bayaran Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat ada proses
transaksional sebelum pilkada jadi sumber daya alam menjadi
sandar, " tukasnya.
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Oligarki dan Dinasti Politik dalam Pilkada

Jilat menijilat dalam dunia politik tidak diharamkan, bahkan
sudah menjadi perilaku telanjang di era demokrasi saat ini.
Praktik jilat menjilat dan hipokritisme tidak ditabukan dalam altar
demokrasi kapitalisme.

Yaitu demokrasi yang tersandera para demagog penijilat
kekuasaan ditengah literasi politik warga yang masih rendah. Tidak
hanya itu, proses pembiaran pembodohan politik menjadi arena
laga para demagog mengeksplorasi struktur ketidakberdayaan
warga secara politik dan politik.

Negara tidak pernah hadir dalam membangun kecerdasan
dan meningkatkan literasi politik warga. Partai politik alih-alih
mencerdaskan kesadaran politik warga, justru terperangkap ke
dalam sangkar besi oligarki dan menjadi lahan peternakan politik
dinasti dan feodalisme.

Praktik demokrasi oligarki, politik dinasti, dan feodalisme
ini semakin terstruktur di era transisi demokrasi. Transisi demokrasi
ini menjadi kesempatan bagi para penjilat kekuasaan dan kaum
hipokrit membangun perselingkuhan politik.

Perselingkuhan politik seperti ini tidak akan pernah
melahirkan kualitas demokrasi, justru sekedar melahirkan ilusi
demokrasi. Pilkada tidak lebih manjadi area kamuflase demokrasi
yang kendalikan para penjilat kekuasaan atau para cukong pilkada
yang secara telanjang mentahbiskan diri sebagai pahlawan di
tengah pragmatisme dan keluguan politik warga.

Instrumen demokrasi atau lembaga-lembaga demokrasi
tidak pernah mempertanyakan mengapa tingkat literasi politik
di negeri ini masih rendah dan warga begitu mudah terpapar
kebohongan politik. Kebohongan politik itu dibiarkan dengan
cara membombardir politik uang dan membeli suara.
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Penjilat politik dalam Pilkada sudah tidak terbendung lagi.
Aturan main politik dan hukum tidak berdaya menghadapi kaum
penjilat itu. Desain demokrasi memang dibiarkan seperti itu.
Desain demokrasi yang meneguhkan oligarki dan politik dinasti.

Ritual pilkada pasca Orde Baru tidak lebih sekadar formalitas
saja. Partisipasi politik publik sekadar dimaknai datang ke Tempat
Pemungutan Suara (TPS). Itulah makna pesta demokrasi bagi
rakyat. Sebuah pemaknaan baku yang dinarasikan oleh negara
atau rezim pilkada.

Pesta Daulat Demokrasi?

Siapakah yang berpesta itu? Bila pilkada dilihat dari
perspektif sosiologi politik dan psikologi politik bagi rakyat tidak
menggambarkan sebuah kegembiraan atau keceriaan, misalnya
seperti pesta perkawinan. Yang terekam dalam imajinasi sosiologi
publik, pilkada justru menorehkan apatisme dan pragmatisme
bagi warga, khususnya bagi warga dalam tingkat sosio-ekonomi
dan politik rendah atau masyarakat kelas menengah ke bawah.

Inirealitas yang tidak bisa dipungkiri. Kitaakan mengatakan
bahwa Pilkada itu pesta rakyat atau pestanya para oligarki atau
pemilik modal. Para oligarki atau pemilik modal sebagai kelompok
yang mendominasi mengendalikan struktur kekuasaan ekonomi
dan politik.

Warna-warna politik termasuk Pilkada ditentukan oleh
kekuatan oligarki dan pemilik modal. Kita bisa membayangkan,
masih politik atau perjalanan demokrasi baik tingkat lokal maupun
nasional hanya ditentukan oleh sekelompok orang itu di tengah
jutaan rakyat negeri ini.

Transisi demokrasi dan konsolidasi demokrasi yang belum
tuntas atau desain demokrasi yang berliku, menjadi kesempatan
bagi para petualang politik, khusus nya bagi para oligarki.
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Pilkada serentak akan datang tidak memberikan optimisme
bagi masa depan perkembangan demokrasi. Selama keterlibatan
para cukong dan membajak pilkada, justru pilkada tidak lebih
sebagai pasar gelap demokrasi yang hanya menguntungkan bagi
para oligarki dan penguatan politik serta para penjilat kekuasaan.

(]
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Pilkada: Bos Lokal dan Arena
Beternak Politik

JUDUL tulisan ini diinspirasi oleh tulisan Ryan Fans,
2012, Mobilizing Resources, Building Coalitions: Local Power
in Indonesia, Edward Aspinall dan Fealy, 2003, Local Power in
Indonesia, dan Mancure Olson, 1993, Dictatorship, Democracy,
and Development.

Tulisan para peneliti dan pakar politik ini membantu
memahami realitas sosiologi politik dan peta bumi (political
geographi) dinamika politik lokal dan nasional. Argumen utama
tulisan ini adalah mencari sebuah penjelasan teoritik mengenai
pola relasi antara aktor dalam kontestasi demokrasi.

Kontestasi demokrasi yang terlibat bukan saja para
kandidat dan partai politik (Parpol) pengusung para kandidat.
Selain itu, keterlibatan aktor lainnya, misalnya aktor bisnis dan
sejumah kelompok kepentingan lainnya turut terlibat dalam
proses demokrasi.

Proses demokrasi atau pemilihan kepala daerah (Pilkada)
adalah arena bertemunya kepantingan para aktor, aktor lokal dan
pusat. Pengerahan atau mobilisasi sumber daya politik, ekonomi
dan sosial, serta sumber daya lainnya tidak terhindari. Masing-
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masing kandidat saling menakar kekuatan dan kelemahan lawan.

Pilkada adalah arena perang perebutan wilayah kekuasaan,
kekuatan politik dan kekuasaan ekonomi. Pilkada adalah arena
menakar loyalitas basis patronase dan klientelisme. Pilkada adalah
instrumen transaksional dan peternakan politik yang didesain
para aktor politik lokal dan pusat.

Seperti kita ketahui, kontestasi demokrasi di negeri
ini sudah menjadi industri politik. Ya, desain demokrasi telah
menjadi industri politik dan pertarungan Pilkada pun menjadi
keras, melelahkan dan bahkan tidak jarang diwarnai cara-cara
mafia, skandal, dan kriminal, demikian kata Prof, Mary Mcoy, 2019,
dalam buku Scandal Democracy and Political Communication on
Indonesia.

Mary Mcoy adalah professor politik dari Wiscouncin
University, Amerika Serikat, melakukan riset politik mengenai
perkembangan demokrasi di Indonesia pasca Orde Baru. Mary
Mcoy, secara umum menggambarkan bahwa proses demokrasi
di Indonesia telah diwarnai cara-cara kriminal dan scandal yang
melibatkan sejumlah aktor politik dan aktor bisnis.

Senada Mary Mcoy, Richard Robison dan Vedi R Hadiz, 2004,
menyatakan muncul scandal demokrasi atau kriminal demokrasi
sesungguhnya tidak lepas dari struktur dan corak kekuasaan crony
capitalism and patrimonial state (kroni kapitalisme dan negara
bercorak patrimonial).

Oleh karena itu, dapat dipahami bila praktik demokrasi dan
birokrasi dalam mengelola kebijakan negara sangat kental nuansa
feodalisme struktur patronase sebagai dampak proses demokrasi
atau Pilkada.

Benih-benih peternakan kekuasaan politik yang disemai
para aktor atau orang-orang yang terlibat dalam proses demokrasi
(Pilkada) akan tumbuh subur dalam pemerintahan.
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Peternakan kekuasaan politik dan bahkan kekuasaan
ekonomi tidak saja ada dalam kekuasaan pemerintahan bahkan
juga terjadi di lembaga legislatif dan posisi-posisi kekuasaan
lainnnya. Model beternak kekuasaan politik dan ekonomi ini telah
menyebar di daerah dan pusat.

Para penggambala itu menurut Profesor Jeffery Winters
(2014) dalam bukunya Democracy and Oligarchy disebut sebagai
oligarch.Paraoligarchiniadalah sekelompokorangyang mengusai
dan mengendalikan kekuatan politik dan ekonomi, menunggangi
dan membajak demokrasi.

Demokrasi dibantai dan diamputasi sesuai selera para
oligarki dan salah satu arena pembantaian demomrasi ligal ada-
lah Pilkada, ketika wajah Pilkada berlumuran politik uang dan
diwarnai keculasan.

Pembamtaian yang paling kejam adalah ketika Octagon
Pilkada (Pangwaslu, KPU dan instrumen demokrasi) lainnya di-
intervensi oleh kekuatan oligark atau kekuatan tertentu sehingga
proses demokrasi menjadi absurd.

Semua itu bisa terjadi. Ryan Tans peneliti dari Emory
Univerisy, Amerika Serikat, menemukan sejumlah fakta ketika
melakukan penelitian di Sumatera. Temuan Ryan Tans memberikan
konfirmasi akademik, para aktor politik telah memanfaatkan
institusi kekuasaan, khususnya incumbent yang oleh Ryan Tans
disebut sebagai mobilzing resources and building coalitions.

Seperti disebutkan diawali tulisan ini, Pilkada bukan saja
para kandidat yang berlaga dalam perebutan wilayah kekuasaan,
tetapi ada sejumlah kepentingan. Pilkada adalah pasar. Arena
transaksional dan kerumunan orang yang memiliki berbagai
kepentingan.

Wilayah kekuasaan politik adalah wilayah kerumunan, oleh
Blank, 2006, disebut sebagai pasar, arena jual-beli barang dan
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jasa, demikian Blank dalam tulisannya, Is the Market Moral? Dalam
ruang pasar perpolitikan tidak lagi bersifat individualitas, semua
berubah menjadi kerumunan.

Boleh jadi kontestasi demokrasi (Pilkada) oleh Foud Anami,
2008, dari John Hopkins University, USA, disebut sebagai the
political of crowd, sekadar kerumunan politik.

Deskripsi tulisan ini, saya ingin menjelaskan lebih fokus
dalam kontek lokalistik, dinamika politik Kalimantan Selatan.
Realitas peta bumisosio politik di Kalimantan Selatan (Kalsel) dapat
membagi dua klaster wilayah kekuasaan politik dan ekonomi. Yaitu
klaster Banjar Pesisir dan Banjar Daratan (Benua Enam). Masing-
masing klaster memiliki sumber daya politik dan ekonomi. Yaitu
kawasan yang menjadi epicentrum tambang batubara.

Tetapi yang terpenting dari political resources dan economy
resources adalah antara Banjar Pesisir (Kotabaru, Tanah Bumbu,
Plaihari) dan Banjar Daratan, masing-masing memiliki Bos Lokal
(local bosissm) meminjam istilah John Sidel, dan Orang Kuat Lokal
(local strongmen), istilah yang dipopulerkan oleh Joel Migdal.

Para bos lokal kedua wilayah atau klaster ini adalah tidak
bisa dipisahkan dari dinamika politik lokal di Kalsel. Kehadirannya
dalam kontestasi elektoral dapat dijelaskan dalam perspaktif teori
ekonomi politik. Kehadiran para oligarki lokal itu sesungguhnya
tidak lepas dari kepentingan bisnis dan politik atau politics and
business relationship.

Oleh karena itu ketika mendiskusikan soal politik lokal
Kalsel sesungguhnya konstruksi analisisnya tidak dapat dilepaslan
dari kekuatan oligarki lokal dan bahkan oligarki lokal ini pun
memiliki jaringan dengan oligarki yang ada di Jakarta. Jaringan ini
bisa terbangun melalui partai politik atau jaringan bisnis.

Para oligarki atau bos lokal itu berlomba-lomba dengan
pola strategi masing-masing melakukan peternakan kekuasaan
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politik, yaitu menempatkan para loyalis di lembaga legislatif dan
eksekutif, serta pos-pos kekuasaan lainnya.

Para oligarki dan lokal bos menjadikan kontestasi elektoral
yang mempertemukan kepentingan bisnis dan politik. Pilkada,
bagi para oligarki dan bos lokal adalah arena menguatkan dan
sekaligus arena ekspansi dan perebutan wilayah ekonomi. Siapa
menguasai wilayah ekonomi, otomatis akan menguasai panggung
politik lokal Kalsel.

Untuk memperkuat argumen ini, istilah roving bandit dan
stationary bandit dari Mancur Olson, 1993, dalam Dictatorship,
Democracy, and Development, dalam memahami fenomena oligaki
lokal di Kalsel. Teori roving bandit dan stationary bandit dari Olson
itu menggambarkan suatu realitas kekuasaan ekonomi dan politik
yang dikendalikan oleh para oligarki dan kemudian menguras
semberdaya ekonomi yang ada untuk kepentingan pribadi dan
para kroni bisnis dan politik.

Saya berpendapat para oligarki lokal atau bos lokal telah
merefleksilkan roving bandit dan stationary bandit dari Mancur
Olson itu. Bisa jadi Octagon Pilkada menjadi arena adu gengsi, adu
show of force para oligarki atau bos-bos lokal yang ada di Klaster
Banjar Pesisir dan Banjar Daratan (Benua Enam). Drama kolosal
Pilkada melodrama bertabur bintang oligark. Bintang-binyang
oligarki lokal itu akan menyaksikan indahnya permainan politik
pada pilkada.

Ini adalah arena adu nyali, adu gengsi para oligarki atau
bos lokal. Strategi dan amunisi akan dikeluarkan dari gudang
persembunyian. Tidak hanya para kandidat gubernur yang panas
dingin, harap-harap cemas, orang-orang yang terlibat dalam
pesta itu ikut meriang dalam suasana Covid-19 ini.

Sebagai leading argument tulisan ini; Pilkada bukan saja
sebagai proses demokrasi tapi juga arena pertarungan gengsi
bos-bos lokal di balik Pilkada itu. Pilkada menjadi pertemuan
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kepentingan para aktor lokal untuk membangun koalisi dan
persekongkolan para aktor.

Pilkada menjadi arena peternakan kekuasaan politik
oleh para oligarki untuk memuluskan penguasaan sumberdaya
ekonomi dan politik. Penguasa lokal pun akan menjadi sandera
para oligarki dan Pilkada pun manjadi arena pasar gelap dalam
aroma telenovelis.[]
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Demokrasi Setan Masih Kuasai
Pilkada Tanah Bumbu 2020

PAKAR politik dari Universitas Islam Kalimantan (Uniska)
Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, M. Uhaib Asad, me-
ngatakan relasi bisnis dan kuasa masih mewarnai pemilihan kepala
daerah di Kabupaten Tanah Bumbu dan Provinsi Kalimantan
Selatan.

Apalagi di Tanah Bumbu, Uhaib menilai kekayaan tambang
batu bara masih dikuasai segelintir pengusaha lokal kelas kakap.
Penguasaan sumber ekonomi macam ini membuat bandul politik
lokal disetir oleh segelintir pengusaha yang punya kepentingan
bisnis di wilayah setempat.

Menurut dia, pola macam ini bukan rahasia umum lagi.
Uhaib berkata ada segelintir orang yang memiliki pengaruh
politik, namun tidak punya kepentingan menjadi wali kota, bupati
atau gubernur.

“Tetapi punya kepentingan terkait perizinan tambang dan
SDA. Bos-bos lokal ini yang sangat berperan aktif dalam kekuasan
politik atau politik dalam lingkaran pengusaha,” ucapnya kepada
wartawan banjarhits.id, Rabu (21/8).
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Alhasil, Uhaib melihat pola suksesi politik lokal di Tanah
Bumbu pada Pilkada 2020 masih sama dengan kontestasi pilkada
tahun sebelumnya. Menurut dia, bos-bos ini yang sangat berperan
yang mengendalikan ritme politik di Tanah Bumbu.

“Dimana para pasangan calon yang dimenangkan oleh
salah seorang pengusaha nanti dituntut untuk balas budi kepada
pengusaha agar keinginan dari pengusaha ini tercapai,’ terang
Uhaib.

la berkata Kabupaten Tanah Bumbu, Kotabaru, Balangan,
Tabalong, Banjar dan Tapin dikenal sumber tambang batu
bara. Menurut dia, semua kabupaten ini punya landscap yang
menggiurkan bagi para penjudi politik untuk menguasai politik
lokal.

Para penguasa lokal akan mengikutkan para pengusaha
menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penguasa
pemerintahan, termasuk di Kabupaten Tanah Bumbu.

“Inilah lingkaran demokrasi setan yang terjadi di negeri
ini. Lokal politik di wilayah ini sudah dikuasai oleh penguasa
tambang, sangat sulit melepaskan diri sebagai penguasa yang
tidak dibayang-bayangi oleh para pengusaha. Oleh karena itu,
sangat tidak memberi harapan yang baik untuk kecerdasan politik
ke depan, kalau kekuasaan itu bisa dibeli dengan uang,” bebernya.

Solusi atas permasalahan klasik ini lewat pendidikan politik
yang harus diberi kepada masyarakat oleh setiap instansi dan
stakeholder yang terkait termasuk partai politik yang seyogyanya
bertugas memberikan pendidikan politik yang baik.

“Bukan sebaliknya menjadi kendaraan bagi para penguasa
untuk menjalankan money politic maupun politik pragmatis yang
akhir-akhir ini berkembang di negeri ini,” tutupnya.
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Sumber Daya Alam: Berkah atau Kutukan?

Perdebatan teoritik dikalangan akademisi mengenai
ketergantungan suatu negara tehadap sumber daya alam (SDA),
khususnya pada industri ekstraktif, telah menjadi perdebatan
klasik dan menarik. Perdebatan teoritis itu, mengerucut pada tiga
perspektif teoritik, yaitu; Natural Resources Curse (Auty, 1993;
Sachs & Warner, 1997; Ross, 2004.

Paradox of Plenty (Glen, 1988), dan Dutch Disease (Corden
& Neary, 1992). Ketiga perspektif teori ini menjelaskan mengenai
keberadaan SDA dan dampaknya terhadap suatu negara yang
memiliki SDA kaya.

Suatu SDA kaya tidak saja memberikan keuntungan eko-
nomi pada negara, namun ketika suatu negara memiliki keter-
gantungan berlebihan pada SDA, khususnya pada industri eks-
traktif akan berdampak pada kehilangan keseimbangan ekologi,
kerusakan lingkungan, dan bencana kemanusiaan (Sachs, 1997).

Sedangkan menurutpandangan Rossdalam Does Oil Binder
Democracy? Ross secara tajam mengatakan, SDA merupakan
sumber dari segala konflik (sources of conflict).

Negarayang memilik SDA kaya menurut Ross tidak memiliki
relevansi signifikan atau tidak berkontribusi positif secara ekonomi
dan menciptakan keadilan bagi negara dan warga. Bahkan,
sejumlah negara dengan SDA yang ada cenderung mengalami
ketidakstabilan ekonomi, kekacauan politik, maraknya konflik,
dan kekerasan kolektif.

Fenomena konflik sosial dan kekerasan kolektif (civil war)
menurut Ross (2001) karena memperebutkan SDA, khususnya
pada kawasan industri ekstraktif. Potensi SDA suatu negara
tetapi tidak didukung oleh kualitas sumber daya manusia (SDM),
cenderung mengalami kelambatan pertumbuhan ekonomi
dibandingkan negara yang tidak memiliki SDA (Sholikin, 2020).
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Potensi SDA suatu negara bila hanya dinikmati oleh
segelintir orang akan memicu potensi konflik karena faktor
ketidakadilan dirasakan mayoritas warga (Stiglitz, 2007).

Watak predatoris industri ekstraktif yang terjadi selama
ini, khususnya industri tambang, seperti disebutkan sebelumnya
tidak memberikan kontribusi ekonomi secara signifikan bagi
negara dan warga.

Ironisnya, negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan
Australia, kehidupan sosial-ekonomi dikawasan pertambangan
bukan pengaruh tambang (Power, 2002). Fenomena ini juga
menggambarkan situasi sejumlah kawasan tambang di Indonesia.

Tingginya kesenjangan sosial dan ketidakadilan antara
kaya dan miskin” walaupun kawasan itu kaya SDA. Papua dan
Kalimantan salah satu daerah dapat dijadikan model yang bisa
menjelaskan kesenjangan sosial-ekonomi dan ketidakadilan.

Papua sebagai daerah dengan tingkat kesenjangan sosial,
ketidakadilan, dan kemiskinan tertinggi di negeriini. Papuadikenal
sebagai wilayah pemilik SDA emas terbesar di dunia, namun dua
provinsi di Papua itu mencapai 28,4% dari total penduduk Papua
(BPS, 2017).

Kajian-kajian teoritik selama ini lebih didominasi pada
kajian aspek ekonomi semata dalam memahami industri tambang
(ekstraktif). Pada hal menurut Acemuglu, 2004, memahami
realitas SDA kaya suatu negara tidak hanya bisa dijelaskan hanya
perspektif saja. Oleh karena itu kata Acemoglu, tidak kalah
pentingnya adalah lewat pendekatan perspektif ekonomi politik.

Kajian komprehensif lewat pendekatan perspektif itu
akan lebih mudah memahami akar permasalahan dari industri
tambang (ekstraktif). Dunia industri tambang adalah aktivitas
sarat kepentingan dan melibatkan sejumlah aktor.
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Keterlibatan sejumlah aktor, aktor politik dan aktor bisnis
itu telah menyandera SDA dengan pola-pola persekongkolan
dan deal-deal kepentingan para aktor. Fenomena seperti adalah
fenomena global, khususnya negara yang memiliki potensi SDA.

Hal serupa juga terjadi di Indonesia yang beroperasi di
daerah kaya SDA. SDA itu bulan saja sebatas aktivitas ekonomidan
bisnis juga menjadi instrumen persekongkolan politik bagi aktor
lokal dan pusat yang terlibat dalam industri tambang. Tambang
dijadikan sumber patronase politik dan ekonomi sehingga
terbangun relasi kuasa (MUA, 2020).

Padalevellokal misalnya, Kalimantan Selatan dapat menjadi
laboratorium dalam memahami relasi kuasa antara aktor politik
dan aktor bisnis. Para aktor bisnis ini mengendalikan dinamika
perpolitikan lokal melalui kontestasi elektoral.

Kontestasi elektoral itu menjadi arena membangun
patronase politik dan bisnis. Mengapa SDA Kalsel dijadikan
sandera politik dan bisnis? Di era demokrasi kapitalis ini hanya
pemilik duit saja memiliki peluang berkompetisi dalam perebutan
kekuasaan politik.

Biaya demokrasi mahal itu membuka struktur kesempatan
bagi kelompok bisnis menjadi pemain politik sekaligus pemain
bisnis.

Pada umumnya, kasus di Kalsel para bos lokal tidak tidak
terlibat secaraformal dalam kontestasi politik, akan tetapi berperan
sebagai under cover dan sebagai negara bayangan (shadow state)
yang mengatur dan mengontrol dinamika politik.

Etalase Pilkada adalah arena legal dan ajang show of bagi
para oligarki lokal. Etalase Pilkada dan tambang adalah dua dunia
yang saling bertemu dan tidak mungkin terpisahkan.

Kuras-habis SDA Kalsel secara serakah dan serampangan
itu telah memberikan kutukan (curse) bagi warga Kalsel yang tidak
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berdosa dan bukan penikmat tambang. Banjir, kebakaran hutan,
dan pemiskinan warga lokal di kawan tambah telah menjadi
hikayat lama bagi warga Kalsel.

Eskalasi banjir telah memporak-porandakan warga Kalsel
dalam beberapa pekan ini. Kapan kah SDA kaya itu menjadi
berkah (blessing) bagi warga Kalsel? Jangan sampai apa yang
diteorisasikan para akademisi diawal tulisan ini menjadi semakin
menguatkan argumen bahwa SDA kaya suatu negara tidak ber-
kontribusi secara signifikan bagi kesejahteraan sosial-ekonomi
bagi negara dan warga.

Fakta lingkaran setan ini terjadi karena institusi demokrasi,
para aktor, dan instrumen demokrasi lainnya mengalami lack of
democracy (kekacauan demokrasi).

Selain itu, negara salah urus SDA dan dilegalisasi oleh
sejumlah regulasi dan kebijakan hanya menguntungkan segelintir
orang atau kelompok bisnis dari pada regulasi dan kebijakan itu
membela kepentingan publik. Siapa menikmati SDA tambang
dan kelapa sawit di Kalimantan Selatan?[]
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Konglomerat Tambang Batu Bara di
Pusaran Bencana Banjir Kalsel

BANJIR besar yang terjadi di Kalimantan Selatan pada 12
Januari 2021 menimbulkan perdebatan panjang. Para pegiat
lingkungan hidup mengklaim, banjir di 10 kabupaten/kota di
Kalsel itu dampak dari alih fungsi lahan.

Berdasarkan catatan Sajogyo Institute, secara keseluruhan,
setengah wilayah Kalsel telah dikuasai perusahaan ekstraktif,
atau dari 3,7 juta hektare luas Kalsel, 50 persen wilayahnya telah
dibebani perizinan industri ekstraktif perkebunan kelapa sawit
dan pertambangan batu bara.

Mudahnya perizinan disinyalir membuat alih fungsi lahan
terus terjadi. Di bidang pertambangan saja misalnya, pemerintah
pusat dan daerah memiliki berbagai regulasi, mulai dari I1zin Usaha
Pertambangan (IUP), Kontrak Karya (KK), dan Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Greenpeace Indonesia dalam laman resminya pun me-
nyayangkan regulasi pemerintah justru memudahkan pengusaha
batu bara. Regulasi seperti UU Minerba dan UU Cipta Kerja
berpotensi memberi hak istimewa usaha tambang. Kebijakan
itu seolah berseberangan dengan kepentingan masyarakat dan
kelestarian lingkungan.
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Tumpang tindih izin tambang dan penggunaan lahan di
Kalimantan Selatan

Hasil riset Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) melalui
analisis tumpang tindih izin tambang dengan penggunaan lahan
di Kalsel mencatat, dari total izin tambang seluas 1.183.430,90
hektare, sebanyak 8.777,38 hektare berada di wilayah pemukiman,
251.726,03 hektare berada di wilayah pertanian dan perikanan,
464.921,00 hektare masuk di kawasan hutan, dan seluas 46.789,
00 hektare izin tambang berada di Wilayah Adat.

Catatan itu menunjukkan banyaknya wilayah tambang
yang berada di atas ruang hidup masyarakat.

Eksplorasi tambang batu bara di Kalimantan Selatan, erat
kaitannya dengan nama-nama konglomerat asal sana. Wilayah
tersebut bahkan dikenal sebagai kampunya haji kaya raya dengan
sebutan “Haji Batu Bara.”

Mengutip dari Sajogyo Institute karya Almarhum Tommy
Apriando berjudul Emas Hitam Dalam Cengkeraman Para Haji: Dari
Pesta Pora, Kuasa Modal, Hingga Ancaman Meratus, sejumlah nama
pengusaha batu bara bergelar haji mendominasi bisnis batu bara
di Kalsel. Mereka hidup mewah bergelimang harta di tengah
kerusakan lingkungan dan kemiskinan masyarakat sekitarnya.

Deretan konglomerat bergelar “Haji Batu Bara” di sana
adalah Muhammad Hatta atau biasa disapa Haji Ciut, Abdussamad
Sulaiman atau kerap dipanggil Haji Leman, Zaini Mahdi yang akrab
disapa Haji ljai, Muhammad Ramlan dikenal Haji Ramlan dan satu
lagi sosok haji yang paling dikenal di Tanah Bumbu, yakni Andi
Syamsuddin Arsyad atau dikenal Haji Isam.
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Sepak terjang “Haji Batu Bara” merajai bisnis tambang di
Kalsel

Andi Syamsuddin Arsyad merupakan CEO Jhonlin Group
yang memiliki tambang batu bara seluas lebih dari 13 ribu hektare.
Sebagian besar masyarakat di Kalimantan Selatan mengenal
konglomerat ini dengan sebutan Haji Isam. la dan keluarganya
bahkan dikenal sebagai pengusaha kelas kakap di tingkat nasional.

Sajogyo Institute mengungkap, melalui perusahaanya Haji
Isam bisa menambang hingga 400 ribu ton batu bara per bulan
dan meraup omzet hingga Rp40 miliar per bulan.

Kini pengusaha yang mengawali karirnya sebagai supir
truk tersebut, punya lini bisnis yang menggurita. Jhonlin Group
ini memiliki beberapa lini bisnis dan unit usaha yang bergerak
di berbagai bidang, sebut saja PT Jhonlin Baratama, PT Jhonlin
Marine and Shipping, hingga PT Jhonlin Air Transport.

Ada lagi PT Jhonlin Agro Mandiri yang menjadi lini bisnis
penting Haji Isam di bidang pengolahan karet dan minyak sawit
mentah. Selain itu, ia juga ternyata memiliki penyewaan jet pribadi
yang jumlahnya cukup banyak untuk dijadikan bisnis baru.

Hobinya di dunia balap offroad membuat Haji Isam serius
membentuk tim bernama Jhonlin Racing Team. la bahkan rela
merogoh kocek cukup dalam demi menginvestasikan banyak
mobil seharga miliaran rupiah hingga mesin-mesin bengkel
canggih untuk timnya.

Selain dia, “Haji Batu Bara” lainnya yang tak kalah tenar
adalah Haji Ciut. la merupakan raja tambang batu bara dari Tanah
Banua, plus salah satu pemilik PT Batu Gunung Mulia Binuang.
Perusahaan itu konon sanggup memproduksi 2 juta ton batu bara
dalam setahun.

Namanya mulai mencuat ke publik usai pernikahan
anaknya yang luar biasa heboh di Kecamatan Binuang, Kabupaten
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Tapin, Kalimantan Selatan. Pesta tersebut berlangsung 10 hari
tanpa henti. Tidak tanggung-tanggung, pengantinnya diarak
menggunakan mobil mewah harga miliaran.

Priakayarayaitujugamenggelarhajatan bertemaGemerlap
Hiburan Rakyat dengan mengundang Rhomalrama, AyuTing Ting,
Afgan, Zaskia Gothic, Wali Band, Team Lo, dan lainnya. Sebagai
seorang yang tajir melintir, Haji Ciut juga dikabarkan memiliki
rumah istana dan koleksi mobil yang fantastis.

Ada lagi Haji Zaini Mahdi atau yang akrab dipanggil Haji
ljai. la merupakan kakak kandung dari Haji Ciut yang juga pemilik
dari PT Batu Gunung Mulia. Kedua bersaudara ini acap kali disebut
sebagai ikon Kota Binuang.

Walau izin pertambangan PT Batu Gunung Mulia sempat
habis pada 2014 silam, kedua kakak beradik ini tak menghentikan
bisnis batu baranya. Keduanya mendirikan PT Binuang Mitra
Bersama untuk mendapat izin baru.

Para “Haji Batu Bara” ini juga tidak hanya mengantongi izin
pertambangan, mereka mengantongi trading. Artinya, mereka
juga bisa melakukan jual beli batu bara. Tak heran kalau keduanya
dikabarkan punya rumah yang di dalamnya ada helipad.

Klien tetap mereka di antaranya PT Kalimantan Prima
Persada/KPP (anak usaha dari PT Pama Persada Nusantara), PT
Pama Persada Nusantara, Semen Indonesia, PLN, dan industri
lainnya.

Catatan Walhi menyebut 41 persen kawasan hutan di Kalsel
dikuasai izin tambang

Jika menilik ancaman dari maraknya pertambangan
terhadap kerusakan lingkungan di kalimantan Selatan, kita bisa
melihat beberapa l